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JUDUL :PENERAPAN PRINSIP EKONOMI ISLAM TERHADAP 
PELAKSANAAN GADAI SAWAH (MASSANRA GALUNG) DI 
DUSUN BOCCO-BOCCO’E DESA WECUDAI KECAMATAN 
PAMMANA KABUPATEN WAJO 
Penelitian ini berfokus pada masalah yaitu: Bagaimana penerapan prinsip 
ekonomi Islam terhadap pelaksanaan gadai sawah (massanra galung) pada 
masyarakat Dusun Bocco-Bocco’e Desa Wecudai Kecamatan Pammana Kabupaten 
Wajo?. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan prinsip 
ekonomi Islam terhadap pelaksanaan gadai sawah (massanra galung) pada 
masyarakat Dusun Bocco-Bocco’e Desa Wecudai Kecamatan Pammana Kabupaten 
Wajo 
Jenis penelitian ini tergolong penelitian kualitatif dengan pendekatan 
penelitian yang digunakan yaitu pendekatan fenomenologis dan pendekatan fiqih. 
Adapun sumber data yang yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. 
Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, dokumentasi, 
wawancara, studi pustaka. Lalu  teknik pengolahan dan analisis yang digunakan 
adalah Reduksi Data, Penyajian Data, dan Penarikan Kesimpulan. 
Hasil penelitian ini adalah Penerapan prinsip Ekonomi Islam terhadap gadai 
sawah (Massanra Galung) di Dusun Bocco-Bocco’e Desa Wecudai Kecamatan 
Pammana Kabupaten Wajo masih belum terpenuhi sepenuhnya di karenakan  praktek 
gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat tidak sesuai akad yang ada pada gadai 
dalam Islam yaitu akad adanya unsur tolong menolong (Tabarru’), sementara yang 
terjadi di desa Bocco-Bocco’e adalah adanya unsur kedzaliman terhadap pihak 
pemberi gadai (rahin). 
 






A. Latar Belakang 
Kehidupan masyarakat pedesaan biasanya ditandai dengan perekonomian 
yang lemah permodalan. Hal ini disebabkan oleh aktivitas ekonomi yang  cenderung 
monoton, sesuai dengan gambaran kehidupan masyarakat Indonesia pada umumnya 
yang diperoleh dari hasil agrarian. Oleh karena itu permodalan merupakan sumber 
utama dalam mendukung tingkat perkembangan produksi agrarian masyarakat 
pedesaan. 
Masyarakat pedesaan memahami bahawa tanah mempunyai arti yang sangat  
penting. Karena tanah adalah modal utama bagi masyarakat khususnya petani. Tanah 
bukan saja penting dari segi ekonomi, bagi para petani memiliki tanah adalah sesuatu 
yang membahagiakan. Bagi kaum tani, tanah adalah bagian dari kehidupan mereka. 
Dari tanah  itu pula para tani membangun kehidupan, kemanusiaan dan memenuhi 
kebutuhan materialnya, bahkan tempat tinggal dibangun di atas tanah  juga. Itu 
sebabnya tanah dianggap penting dan bernilai dibandingkan benda-benda lainnya, 
bahkan keberadaan tanah dan masyarakat tidak dapat dipisahkan. Karena tanah 
merupakan sumber daya yang penting, maka tanah akan sangat berhati-hati dalam 
menjaga kelangsungan haknya.  
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Manusia selalu berhubungan satu sama lain didasari untuk mencukupkan 
kebutuhan-kebutuhan hidupnya. “Pergaulan hidup setiap orang melakukan perbuatan 
dalam hubungannya dengan orang lain disebut muamalah”.1 Masalah muamalah 
selalu dan terus berkembang, tetapi perlu diperhatikan agar perkembangan tersebut 
tidak menimbulkan kesulitan-kesulitan hidup pada pihak tertentu yang disebabkan 
oleh adanya tekanan-tekanan atau tipuan dari pihak lain.  
Islam merupakan Agama terakhir yang diturunkan Allah kemuka bumi kepada 
Nabi Muhammad SAW. sebagai agama rahmatan lil alamin telah merampungkan 
ajarannya baik dalam hal ibadah yang sifatnya mahdhah maupun ghairu mahdhah 
yang mengatur hubungan manusia dengan penciptanya maupun hubungan manusia 
dengan manusia yang dikenal dengan istilah muamalah. Dalam kaitannya dengan 
ibadah mahdhah semua hal dilarang kecuali ada dalil yang memperbolehkan 
sementara ibadah ghairu mahdhah semua hal boleh dilakukan kecuali ada dalil yang 
melarang. 
Islam adalah agama yang memberi pedoman kepada manusia secara 
menyeluruh, melipuri segala aspek kehidupannya mencakup aspek-aspek 
aqidah, ibadah, akhlak dan kehidupan bermasyarakat menuju tercapainya 
kebahagian hidup rohani dan jasmani, baik dalam kehidupan individunya, 




                                                          
1
Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam), (Yogyakarta: 
UII Press, 2000), h. 11. 
2
Suparman  Usman, Hukum Islam (Asas-Asas Dan Pengantar Studi Hukum Islam Dalam Tata 
Hukum Indonesia), (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), h. 66. 
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Agama Islam mengajarkan kepada umatnya supaya hidup saling tolong-
menolong, yang kaya harus menolong yang miskin, yang mampu harus menolong 
yang kurang mampu. Bentuk dari tolong menolong ini bisa berupa pemberian dan 
bisa juga berupa pinjaman atau utang. Utang piutang secara umum adalah 
menyerahkan harta dan benda kepada seseorang dengan catatan akan dikembalikan 
pada waktu kemudian. Tentu saja dengan tidak merubah keadaannya. Utang piutang 
yang terjadi dikalangan masyarakat lebih dominan pada praktek gadai dengan 
memberikan jaminan atau adanya barang yang ditangguhkan.  
Bentuk pinjaman dalam hukum Islam menjaga kepentingan kreditur, jangan 
sampai ia dirugikan. Oleh sebab itu, ia dibolehkan meminta barang dari debitur 
sebagai jaminan utangnya. Sehingga apabila debitur itu tidak mampu melunasi 
pinjamannya, maka barang jaminan boleh dijual oleh kreditur. Konsep tersebut 
“dalam fiqh Islam dikenal dengan istilah rahn atau gadai”.3 
Gadai (rahn) merupakan salah satu bentuk muamalat yang diperbolehkan 
dalam Islam, ia merupakan salah satu cara manusia untuk memenuhi kebutuhan 
sehari-harinya manakala dalam keadaan susah dengan cara meminjam uang dan 
menyerahkan jaminan, karena manusia sebagai mahkluk sosial tidak akan mampu 
berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain. Bahkan menurut pakar fiqih kasus gadai 
pertama dalam Islam dilakukan sendiri oleh Rasulullah SAW yaitu ketika beliau 
menggadiakan baju besinya untuk membeli gandum kepada orang yahudi di 
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Muhammad Solhikul Hadi, Pegadaian Syariah, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), h. 3. 
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Madinah. Di sisi lain gadai juga bisa menjadi sarana beribadah yaitu tolon menolong 
dalam kebaikan manakala ada orang lain yang sedang kesusahan, dengan cara 
meninjamkan uang dan menerima jaminannya. 
Praktik transaksi gadai (rahn) sudah lama dalam  peradaban manusia. Sistem 
rumah gadai yang paling tua terdapat di Negara Cina sekitar 3.000 tahun silam, juga 
di benua Eropa dan kawasan laut tengah pada zaman Romawi dahulu. Namun di 
Indonesia, “praktik gadai sudah berumur ratusan tahun, yaitu warga masyarakat telah 
terbiasa melakukan transaksi utang piutang dengan jaminan barang bergerak”.4 
“Ar-rahn dalam bahasa arab ats-tsubut wa ad-dawam, yang berarti “tetap” 
dan “kekal”, seperti dalam kalimat maun rahin, yang berarti air yang tenang”.5 
Pengertian “tetap” dan “kekal” dimaksud merupakan makna yang tercakup dalam 
kata al-habsu, yang berarti menahan. Kata ini merupakan makna yang bersifat 
materil. Karena itu, “secara bahasa kata ar-rahn berarti menjadikan suatu barang 
yang bersifat materi sebagai pengikat utang”.6  
 Gadai (rahn) menurut bahasa seperti diungkapkan di atas adalah, tetap, kekal, 
dan jaminan. Gadai menurut istilah adalah menyandera sejumlah harta yang 
diserahkan sebagai jaminan secara hak dan dapat diambil kembali sejumlah harta 
dimaksud sesudah ditebus. Sedangkan pengertian gadai (rahn) dalam hukum islam 
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Zainuddin Ali, Hukum Gadai Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 12. 
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Wahbah Zuhaily, Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001),  h. 
204. 
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(syara’) adalah “menjadikan suatu barang atau benda berharga dalam pandangan 
syara’ sebagai jaminan atas utang selama ada dua kemungkinan, untuk 
mengembalikan uang itu atau mengambil sebagian benda itu”.7 Hal ini juga 
dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam QS Al-Baqarah 2/283:  
                          
                            
                 
Terjemahnya: 
Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang 
kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang 
tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian 
kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu 
menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah 
Tuhannya; dan janganlah kamu (saksi) menyembunyikan persaksian. Dan 
barang siapa yang menyembunyikan, maka sesungguhnya ia adalah orang yang 




Ayat di atas menjelaskan tentang transaksi yang dilakukan tidak secara tunai, 
diperbolehkan memberikan barang jaminan sebagai penguat kepercayaan adanya 
transaksi yang dilakukan antara kedua belah pihak. Semua barang atau benda yang 
memiliki nilai harta boleh juga dipinjamkan atau digadaikan. Menurut Sayyid Sabiq, 
bahwa gadai itu baru dianggap sah apabila memenuhi empat syarat, yaitu orangnya 
sudah dewasa, berfikiran sehat, barang yang digadaikan sudah ada pada saat terajadi 
akad gadai dan barang gadaian itu dapat diserhakan oleh pegadai. 
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Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 106. 
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Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: Dipeonegoro, 2005), h. 49.. 
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Konsep utama dari gadai adalah pinjam meminjam antara satu pihak yang 
kekurangan dana dengan menjaminkan barang ia miliki sebagai jaminan sebagai 
penguat kepercayaan kepada pihak yang meminjamkan dana.  
Hak gadai merupakan hubungan hukum antara seseorang dengan tanah milik 
orang lain yang telah menerima uang gadai darinya. Selama uang itu belum 
dikembalikan, maka tanah yang bersangkutan dikuasai oleh pihak yang 




Praktek gadai yang di atur dalam Islam murni tolong menolong yang 
berlandaskan pada konsep kebutuhan, namun dalam praktek gadai kontemporer 
dalam masyarakat lebih mementingkan mendapatkan keuntungan atau profit 
khususnya penerima gadai . 
Praktek gadai yang terjadi pada masyarakat di Dusun Bocco-Bocco’e Desa 
Wecudai Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo dimana masyarakat lebih dominan 
melakukan gadai sawah. Gadai sawah di desa tersebut dikenal dengan isltilah 
Massanra Galung. Gadai sawah di desa tersebut   menggunakan sistem gadai sawah 
dibagi menjadi 2 macam yaitu:  
a. Pemilik tanah yang menggarap tanah gadainya beserta bibitnya milik sendiri 
tanpa ada campur tangan dari penggadai dan hasil panennya dibagi sesuai dengan 
kesepakatan sama halnya seperti bagi hasil, dalam hal ini penggadai mendapat 
keuntungan dari si pemilik tanah.  
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Eddy Ruchyat, Pelaksana Landreform dan Jual Gadai Tanah Berdasarkan UU No. 56 
Tahun 1960, (Bandung: Armico, 1983), h. 66. 
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b. Si Penggadai yang menggarap sawahnya dan bibitnya milik sendiri dan hasil 
panennya nanti hanya milik penggadai, dan berhak menggarap sawahnya sampai 
jangka waktu berakhirnya perjanjian sesuai dengan kesepakatan kedua belah 
pihak. Apabila jangka waktu sudah berakhir namun si pemilik tanah belum 
mampu membayar utangnya maka sawahnya akan tetap dilanjutkan untuk di 
garap oleh si penggadai, dan jika si penggadai membutuhkan uang namun si 
pemilik belum mampu membayar utangnya maka mereka mencari orang ke-3 
yang memiliki dana dan gadai akan di pindahkan pada orang ke-3 tersebut .  
Salah satu pemicu terjadinya gadai sawah (Massanra Galung) di desa tersebut  
karena tuntutan kebutuhan ekonomi , sehinggah mayoritas orang yang menggadaikan 
sawahnya adalah dari orang yang ekonominya tergolong relative rendah sementara 
yang menerima gadai  rata-rata orang dari ekonomi yang berkecukupan. Dalam hal 
ini orang yang berekonomi tinggi mengambil keuntungan di atas keterdesakan 
ekonomi oleh si pemilik tanah. Tentu saja ini bukanlah sebuah transaksi yang saling 
menguntungkan, padahal praktek gadai tujuan utamanya untuk tolong-menolong, 
sebagai sarana memperbaiki hubungan social antara si kaya dan si miskin. 
Masyarakat di Dusun Bocco-Bocco’e lebih memilih alternative untuk 
meminjam uang yang menurutnya lebih mudah dan cepat yaitu dengan cara gadai 
dibanding meminjam uang di bank. Dengan pertimbangan bahwa, untuk meminjam 
uang di bank harus melalui berbagai persyaratan hingga membutuhkan proses yang 
lebih lama untuk mendapatkan uang yang akan dipinjam. Sehingga, masyarakat 
dengan terpaksa akan merelakan sawahnya sebagai jaminan yang kemudian dikelola 
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dan hasilnyapun akan dinikmati oleh penerima gadai sampai utangnya lunas terbayar. 
Tentunya hal ini akan sangat menguntungkan bagi pihak penerima gadai karena 
selain mendapatkan keuntungan dari hasil kebun, uang pokok yang dipinjam oleh 
pemberi gadai juga akan dikembalikan. 
Pokok permasalahan dalam gadai ini karena pemilik sawah susah untuk 
mengembalikan uang gadainya karena mata pencahariannya tidak bisa ia garap lagi 
sampai dia mampu mengembalikan uang penggadai tersebut. Meskipun dia yang 
menggarap tanahnya sendiri namun hasil yang di dapat tetap di bagi dengan si 
penggadai. Pelaksanaan gadai ini juga biasanya menyebabkan banyak petani yang 
terpaksa menjual sawahnya dengan harga murah untuk menutupi hutang gadai 
sawahnya. Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut 
tentang Penerapan Prinisip Ekonomi Islam Terhadap Pelakasanaan Gadai 
Sawah (Massanra Galung) di Dusun Bocco-Bocco’e Desa Wecudai Kecamatan 
Pammana Kabupaten Wajo. 
 
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
1. Fokus Penelitian  
Untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi penelitian ini dan 
menghindari adanya kesalahpahaman dalam pengertian judul dan permasalahan yang 
akan diteliti maka penulis memberi batasan terhadap penelitian yang akan dilakukan 
dengan memfokuskan penelitian terhadap hal-hal sebagai berikut:  
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a. Penerapan prinsip Ekonomi Islam terhadap pelaksanaan gadai sawah (Massanra 
Galung) di Dusun Bocco-Bocco’e Desa Wecudai Kecamatan Pammana 
Kabupaten Wajo. 
b. Pihak pemberi gadai (rahin) dan penerima gadai (murtahin) sebagai masyarakat 
yang terlibat langsung dalam praktek gadai sawah di Dusun Bocco-Bocco’e Desa 
Wecudai Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo.  
c. Pemahaman para petani terhadap gadai dalam Islam . 
2. Deskripsi Fokus  
Berdasarkan pada fokus penelitian tersebut maka dapat dideskripsikan sebagai 
berikut:  
a. Penerapan prinsip Ekonomi Islam terhadap pelaksanaan gadai sawah (Massanra 
Galung) di Dusun Bocco-Bocco’e Desa Wecudai Kecamatan Pammana 
Kabupaten Wajo sangat minim dilakukan karena pemahaman  masyarakat tentang 
agama masih sangat kurang . 
b. Pihak penerima gadai lebih dominan memilih menggarap sawah sendiri dengan 
tujuan mengambil mamfaat dan mendapat keuntungan dari lahan terebut setelah 
adannya kesepakatan dengan pemberi gadai sampai pihak pemberi gadai melunasi 
utangnya.  
c. Para petani memahami bahwa gadai yang dilakukan membantunya saat terdesak 
ekonomi, dan jika dia sebagai pemberi jaminan maka dia mendapatkan 




C. Rusumsan Masalah 
Bagaimana Penerapan Prinisip Ekonomi Islam Terhadap Pelakasanaan Gadai 
Sawah (Massanra Galung) di Dusun Bocco-Bocco’e Desa Wecudai Kecamatan 
Pammana Kabupaten Wajo. 
 
D. Kajian Pustaka 
Ada beberapa penelitian yang mengangkat tema mengenai gadai, diantaranya: 
1. Nur Asiah dengan judul Pemanfaatan Barang Gadai Oleh Pemberi Gada 
(Rahin) dalam Perspektif Hukum Islam dan KUH Perdata. Penelitian ini membahas 
tentang bagaimana pemanfaatan barang gadai oleh rahin bila ditinjau dari hukum 
Islam dan bagaimana pemanfaatan barang gadai oleh rahin menurut Pasal 1150 KUH 
Perdata. 
2. Sinar Januar Muhfar dengan judul Pelaksanaan Gadai pada Cabang 
Pegadaian Syariah Sultan Hasanuddin Kabupaten Gowa. Penelitian ini membahas 
tentang pelaksanaan gadai yang dilakukan di cabang Pegadaian Syariah Sultan 
Hasanuddin 
3. Kabupaten Gowa serta Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) terhadap gadai 
syariah. Karya ilmiah berupa skripsi yang ditulis oleh Muhamad Jamroni 
(042311028) yang merupakan mahasiswa S1 IAIN Walisongo Semarang, Fakultas 
Syari‟ah. Dalam karyanya yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik 
Gadai Sawah (Studi Kasus gadai Di Desa Penyalahan Kecamatan Jati negara 
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Kabupaten Tegal)”. Dalam skripsi tersebut mengkaji tentang permasalahan yang 
berkaitan dengan bagaimanakah praktik gadai sawah yang dilakukan oleh 
masyarakat. Desa Penyalahan Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal, serta 
bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap praktik gadai tersebut. Dari skripsi 
tersebut kemudian diketahui bahwa praktek gadai yang dilaksanakan oleh masyarakat 
di desa Penyalahan, Kec. Jatinegara, Tegal tersebut sudah memenuhi syarat dan 
rukun gadai, hanya saja perlu dilakukan pembenahan terhadap hal yang berkaitan 
dengan pengelolaan dan pembagian hasil barang jaminan. Sementara dari segi 
pandangan Hukum Islam, praktik gadai di desa Penyalahan tersebut dipandang tidak 
sesuai dengan konsep ta‟awun. Hal ini dikarenakan segala keuntungan terhadap 
pengelolaan barang jaminan diambil sepenuhnya oleh Penerima Gadai. 
4. Supriadi (UIN Sunan Kalijaga :2004) dengan judul “Gadai Tanah Pada 
Masyarakat Bugis Dalam Perspektif Islam”skripsi tersebut menjelaskan pemanfaatan 
barang gadai (tanah gadai)di tinjau dari segi maslahah dan mafsadahnya. Dalam 
penelitiannya dia menyimpulakan bahwa dari segi rukun dan syarat, praktek gadai 
yang terjadi pada masyarakat bugis telah sesuai dengan prinsip hukum Islam. Namun 
dari segi pemanfaatan barang dia menyimpulkan bahwa praktek gadai yang terjadi di 







E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dari penelitian ini berdasarkan dari rumusan masalah pada 
latar belakang yaitu untuk mengetahui bagaimana penerapan prinisip Ekonomi Islam 
terhadap pelakasanaan gadai sawah (massanra galung) di dusun bocco-bocco’e desa 
wecudai kecamatan pammana kabupaten wajo. 
2. Manfaat Penelitian                                                                                                                    
a. Manfaat Praktisi 
Sebagai bahan acuan bagi para pihak yang melakukan transaksi gadai di 
Dusun Bocco-Bocco’e Desa Wecudai Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo, 
terutama dalam hal transaksi gadai sawah (Massanra Galung) agar dapat di jalankan 
sesuai dengan Ekonomi Islam. 
b. Bagi Akademisi 
Untuk memperluas wawasan khasanah keilmuan dan pengetahuan dalam 
bidang Ekonomi Islam terkait masalah penerapan prinsip Ekonomi Islam pada gadai 
sawah. 
c. Masyarakat/publik 
Sebagai bahan referensi bagi pihak-pihak yang ingin melakukan penelitian 





A. Konsep Dasar Ekonomi Islam 
Allah SWT tidak hanya menyuruh kita shalat dan puasa saja tetapi juga 
mencari nafkah secara halal.  
Proses memenuhi kebutuhan hidup inilah yang kemudian menghasilkan 
kegiatan ekonomi seperti jual beli, produksi, distribusi, termasuk bagaimana 
membantu dan menanggulangi orang yang tidak bisa msuk dalam kegiatan 




Melalui aktivitas ekonomi manusia dapat mencari harta sebanyak mungkin, 
tetapi tetap dalam batas-batas yang telah di tentukan. Seperti firman Allah dalam QS. 
Ar-Ra‟d 13/26:   
                                 
          
Terjemahnya:  
“Allah meluaskan rezki dan menyempitkannya bagi siapa yang Dia kehendaki. 
mereka bergembira dengan kehidupan di dunia, Padahal kehidupan dunia itu 
(dibanding dengan) kehidupan akhirat, hanyalah kesenangan yang sedikit”.11 
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Keimanan memegang peranan penting dalam ekonomi Islam, karena secara 
langsung akan mempengaruhi cara pandang dalam membentuk kepribadian, perilaku, 
gaya hidup, selera dan referensi amnesia, sikap-sikap terhadap manusia, sumber daya 
dan lingkungan. 
Keimanan akan memberikan saringan moral yang memberikan arti dan tujuan 
pada penggunaan sumber daya. Saringan moral bertujuan menjaga kepentingan diri 
tetap berada dalam batas-batas kepentingan social dengan mengubah preferensi 
individual sesuai dengan prioritas sosial dan menghilangkan atau meminimalisasi 
penggunaan sumber daya untuk tujuan yang akan menggagalkan visi sosial tersebut. 
Ini akan bisa membantu meningkatkan keserasian anatara kepentingan diri dan 
kepentingan sosial.   
           Nilai-nilai keimanan inilah yang kemudian menjadi aturan yang mengikat. 
Dengan mengacu kepada aturan ilahiah, setiap perbuatan manusia mempunyai nilai 
moral dan ibadah. “Setiap tindakan manusia tidak boleh lepas dari nilai, yang secara 
secara vertikal merefleksikan moral yang baik, dan secara horizontal memebri 
manfaat bagi manusia dan makhluk lainnya”.12 
 
B. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam 
Adapun yang menjadi prinsip-prinsip dalam Ekonomi Islam yaitu : 
1. Berbagai jenis sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan Allah 
kepada manusia.  
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2. Islam mengakui kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu. 
3. Kekuatan penggerak utama ekonomi Islam adalah kerja sama. 
4. Ekonomi Islam menolak trejadinya akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh 
segelintir orang saja.  
5. Ekonomi Islam menjamin pemilikan masyarakat dan pengguanaannya 
direncanakan untuk kepentingan orang banyak.  
6. Seorang muslim harus takut kepada Allah dan hari penentuan diakhirat nanti. 
7. Zakat harus dibayarkan atas kekayan yang telah memenuhi batas (nisab). 
8. Islam melarang riba dalam segala bentuk.13 
 
Prinsip-prinsip Ekonomi Islam itu secara garis besar dapat diuraikan sebagai 
berikut :  
a. Dalam Ekonomi Islam, manusia harus mengetahui bahwa Allah SWT. 
memberikan sumber daya itu hanya sebagai titipan kepadanya. Manusia harus 
memanfaatkannya seefisien dan seoptimal mungkin dalam produksi guna 
memenuhi kesejahteraan secara bersama di dunia yaitu baik untuk diri sendiri dan 
untuk orang lain. Namun yang terpenting adalah bahwa kegiatan tersebut akan 
dipertanggung-jawabkannya di akhirat nanti.  
b. Islam mengakui kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu, termasuk 
kepemilikan alat produksi dan faktor produksi. Pertama, kepemilikan individu 
dibatasi oleh kepentingan masyarakat, dan Kedua, Islam menolak setiap 
pendapatan yang diperoleh secara tidak sah, apalagi usaha yang menghancurkan 
masyarakat. 
c. Kekuatan penggerak utama Ekonomi Islam adalah kerjasama. Seorang muslim, 
apakah ia sebagai pembeli, penjual, penerima upah, pembuat keuntungan dan 
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sebagainya, harus berpegang pada tuntunan Allah SWT dalam Al Qur‟an. Seperti 
yang dijelaskan dalam QS. An-Nisa 4/29: 
                            
                        
 
Terjemahnya:  
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu 
dengan jalan batil, kecuali dengan perdagangan yang dilakukan dengan suka 
sama suka diantara kamu. Dan jangalah kamu membunuh dirimu. Sungguh, 
Allah Maha Penyayang kepadamu”.14 
 
Ayat tersebut dalam kaitannya dengan gadai yaitu memakan harta sesama 
dengan jalan yang batil, dan di katakan riba karena gadai sawah semakin lama rahin 
belum melunasinya maka semakin berlipat ganda keuntungan murtahin. 
 
d. Ekonomi Islam menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh 
segelintir orang saja. Pemilikan kekayaan pribadi harus berperan sebagai kapital 
produktif yang akan meningkatkan besaran produk nasional dan meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, Sistem Ekonomi Islam menolak 
terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh beberapa orang saja. Konsep 
ini berlawanan dengan Sistem Ekonomi Kapitalis, dimana kepemilikan industri 
didominasi oleh monopoli dan oligopoli, tidak terkecuali industri yang 
merupakan kepentingan umum. 
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e. Islam menjamin kepemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan 
untuk kepentingan orang banyak. semua industri ekstraktif yang ada 
hubungannya dengan produksi air, bahan tambang, bahkan bahan makanan 
harus dikelola oleh negara. Demikian juga berbagai macam bahan bakar untuk 
keperluan dalam negeri dan industri tidak boleh dikuasai oleh individu.  
f. Orang muslim harus takut kepada Allah dan hari akhirat, seperti diuraikan 
dalam QS Al-Baqarah 2/281:   
                          
       
Terjemahnya: 
“Dan takutlah pada hari (ketika)kamu semua dikembalikan kepada Allah. 
Kemudian orang diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang telah di 




Ayat tersebut dalam kaitannya dengan gadai sawah yaitu dalam prakteknya 
terdapat unsur kezholiman didalamnya karena rahin kesusahan dalam 
mengembalikan pinjaman ketika sawahnya dikuasai penuh oleh murtahin. 
g. Seorang muslim yang kekayaannya melebihi tingkat tertentu (Nisab). 
Diwajibkannya seorang muslim membayar zakat. Zakat merupakan alat distribusi 
sebagian kekayaan orang kaya (sebagai sanksi atas penguasaan harta tersebut), 
yang ditujukan untuk orang miskin dan orang-orang yang membutuhkan. Menurut 
pendapat para alim-ulama, zakat dikenakan 2,5% (dua setengah persen) untuk 
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semua kekayaan yang tidak produktif (Idle Assets), termasuk di dalamnya adalah 
uang kas, deposito, emas, perak dan permata, pendapatan bersih dari transaksi 
(Net Earning from Transaction), dan 10% (sepuluh persen) dari pendapatan 
bersih investasi. 
h. Islam melarang riba dalam segala bentuk. Islam melarang setiap pembayaran 
bunga (Riba) atas berbagai bentuk pinjaman, apakah pinjaman itu berasal dari 
teman, perusahaan perorangan, pemerintah ataupun institusi lainnya. Firman 
Allah dalam QS.Ali Imran 3/130:  
                           
      
Terjemahnya: 
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan 




C. Tujuan Ekonomi Islam  
Segala aturan yang diturunkan Allah dalam sistem Islam mengarah pada 
tercapainya kebaikan, kesejahteraan, keutamaan, sertam enghapuskan kejahatan, 
kesengsaraan, dan kerugian pada seluruh ciptaan-Nya. Demikian pula dalam hal 
ekonomi, tujuannya adalah membantu manusia mencapai kemenangan di dunia dan 
akhiat. Seorang fuqaha asal mesir bernama prof. Muhammad Abu Zahrah 
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mengatakan ada tiga sasaran hukum Islam diturunkan sebagai rahmat bagi seluruh 
umat manusia,yaitu: 
1. Penyucian jiwa agar setiap muslim bisa menjadi sumber kebaikan bagi 
masyarakat dan lingkungannya. 
2. Tegaknya keadilan dalam masyarakat. Keadilan yang dimaksud mencakup 
aspek kehidupan dibidang hukum dan muamalah. 
3. Tercapainya maslahah (merupakan puncaknya). Para ulama menyepakati 
bahwa maslahah yang menjadi puncak sasaran diatas mencakup lima dasar: 
a. Keselamatan keyakinan agama (al din). 
b. Keselamatan jiwa (al nafs). 
c. Keselamatan akal (al aql). 
d. Keselamatan keluarga dan keturunan (al nasl). 
e. Keselamatan harta benda (al mal).17 
 
 
D. Pengertian Gadai 
Gadai dalam istilah Bahasa Bugis dinamakan Massanra, yang artinya 
menjadikan barang atau harta mereka sebagai jaminan atas pinjamannya. Massanra 
ini sudah menjadi kebiasaan atau jalan alternative Masyarakat Bugis disaat mereka 
mengalami keterdesakan ekonomi . Harta yang paling dominan dijadikan sebagai alat 
jaminan yaitu sawah (Galung). Oleh karena itu, gadai sawah pada Masyarakat Bugis 
dikenal dengan nama Massanra Galung. 
1. Pengertian Gadai Menurut Ekonomi Konvensional  
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Gadai merupakan perjanjian penyerahan barang untuk menjadi tanggungan 
dari fasilitas pembiayaan yang diberikan. Dalam terminologinya gadai mempunyai 
banyak pengertian dan pemaknaan. Definisi gadai secara umum diatur dalam Pasal 
1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yaitu:  
Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang kreditur atas suatu barang 
bergerak yang bertumbuh maupun tidak bertumbuh yang diberikan kepadanya 
oleh debitur atau orang lain atas namanya untuk menjamin suatu hutang, dan 
yang akan memberikan kewenangan kepada kreditur untuk mendapatkan 
pelunasan dari barang tersebut lebih dahulu daripada kreditur-kreditur lainya 
terkecuali biaya-biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah 
dikeluarkan untuk memelihara benda itu, biaya-biaya mana yang harus 
didahulukan. 
Dari definisi gadai tersebut terkandung adanya beberapa unsur pokok, yaitu: 
a. Gadai lahir karena perjanjian penyerahan kekuasan atas barang gadai kepada 
kreditur pemegang gadai. 
b. Penyerahan itu dapat dilakukan oleh debitur atau orang lain atas nama debitur. 
c. Barang yang menjadi obyek gadai hanya benda bergerak, baik bertubuh maupun 
tidak bertubuh. 
d. Kreditur pemegang gadai “berhak untuk mengambil pelunasan dari barang gadai 
lebih dahulu daripada kreditur-kreditur lainya”.18 
 
Hak Gadai diadakan untuk mencegah debitur untuk mengubah barang yang 
digadaikan, yang mana akan merugikan bagi pihak pemegang gadai. “Hak gadai yang 
definisinya diberikan, adalah “sebuah hak atas benda bergerak milik orang lain”,19 
yang maksudnya bukanlah untuk memberikan kepada orang yang berhak gadai itu 
(penerima gadai) manfaat dari benda tersebut, tetapi hanyalah untuk memberikan 
kepadanya suatu jaminan tertentu bagi pelunasan suatu piutang dan itu ialah jaminan 
yang lebih kuat dari pada jaminan yang memilikinya.  
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Pada umumnya pemahaman masyarakat tentang gadai yaitu sebagai barang 
jaminan atas  utang, dimana pihak yang satu membutuhkan pinjaman dan pihak yang 
satu membutuhkan barang sebagai jaminan, dan apabila si penggadai belum mampu 
melunasi utangnya maka barang jaminan tersebut masih tetap haknya si pemberi 
pinjaman hingga si penggadai melunasi utangnya. 
1. Pengertian Gadai Menurut Ekonomi Islam 
Gadai dalam bahasa Arab diistilahkan Ar-Rahn. Menurut bahasa al-rahn 
berarti tetap dan lestari, seperti juga dinamakan alhabsu,artinya penahanan. 
Begitupun jika dikatakan “ni’matun rohinah” artinya karunia yang tetap dan lestari. 
Ar-rahnu juga berarti al-tsubut dan al habs,yaitu penetapan dan penahanan. Dan ada 
pula juga menjelaskan, “bahwa rahn adalah terkurung atau terjerat”.20 
2. Pengertian gadai atau rahn  menurut istilah syara‟ adalah:  
a. Hanafiah, sebagaimana dikutip oleh Sayyid Sabiq, definisi gadai  (rahn) sebagai 
berikut: Sesungguhnya gadai adalah menjadikan benda yang memiliki nilai harta 
dalam pandangan syara‟ sebagai jaminan untuk utang, dengan ketentuan 
dimungkinkan untuk mengambil semua utang, atau mengambil sebagiannya dari 
benda (jaminan) tersebut. 
b. Syafi‟iyah, sebagaimna dikutip oleh Wahbah Zuhaili, memberikan definisi gadai  
(rahn) sebagai berikut: Gadai adalah menjadikan suatu benda sebagai jaminan 
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untuk utang, di mana utang tersebut bisa dilunasi (dibayar) dari benda (jaminan) 
tersebut ketika pelunasannya mengalami kesulitan. 
c. Hanabilah memberikan definisi rahn sebagai berikut : Gadai adalah harta yang 
dijadikan sebagai jaminan untuk utang yang bisa dilunasi dari harganya, apabila 
terjadi kesulitan dalam pengembaliannya dari orang yang berutang. 
d. Malikiyah memberikan definisi gadai (rahn) sebagai berikut : Gadai adalah 
sesuatu yang bernilai harta yang diambil dari pemiliknya sebagai jaminan untuk 
utang yang tetap (mengikat) atau menjadi tetap. 
Berdasarkan pendapat oleh para ulama mazhab  tersebut, maka dapat 
kemukakan bahwa dikalangan para ulama tidak terdapat perbedaan yang mendasar 
dalam mendefinisikan gadai (rahn). Dari definisi yang dikemukakan tersebut dapat 
diambil kesimpulkan bahwa gadai (rahn) adalah menjadikan suatu barang sebagai 
jaminan atas utang, dengan ketentuan bahwa apabila terjadi kesulitan dalam 
pembayarannya maka utang tersebut bisa dibayar dari hasil penjualan barang yang 
dijadikan jaminan.  
Apabila uang hasil penjualan barang jaminan tersebut melebihi jumlah utang, 
maka sisanya harus dikembalikan kepada pengutang, namun bila kurang dari 





Dari pengertian gadai (rahn) tersebut, maka tampak bahwa fungsi dari akad 
perjanjian antara pihak peminjam dengan pihak yang meminjam uang adalah untuk  
memberikan ketenangan bagi pemilik uang dan/atau jaminan keamanan uang yang  
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dipinjamkan. Karena itu, gadai pada prinsipnya merupakan suatu kegiatan utang 
piutang yang murni berfungsi sosial, sehingga dalam buku fiqh mu‟amalah akad ini  
merupakan “akad tabarru atau akad tolong menolong yang tidak mewajibkan 
imbalan”.  
 
E. Dasar Hukum Gadai  
Dasar hukum yang menjadi landasan diperbolehkannya praktek hutang 
piutang dengan jaminan (gadai), antara lain terdapat dalam Al-Qur‟an, Hadis, Ijma‟, 
Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan KUH Perdata, Kompilasi gadai dalam Islam. 
1. Al-Qur‟an  
Di dalam QS. Al-Baqarah 2/283: yang digunakan sebagai dasar dalam 
membangun konsep gadai adalah sebagai berikut :  
                          
                            
                  
Terjemahnya: 
“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang 
kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang 
tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian 
kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu 
menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah 
Tuhannya; dan janganlah kamu (saksi) menyembunyikan persaksian. Dan 
barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang 
yang berdosa hatinya dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.22 
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Pengertian yang dapat diambil dari ayat tersebut adalah Allah swt. 
memerintahkan pada seseorang yang mengadakan perjanjian hutang piutang dengan 
orang lain yang tidak (mampu) menulis sendiri, maka hendaknya orang yang 
berhutang memberikan sesuatu barang yang berharga yang dimilikinya sebagai 
jaminan atas hutangnya. Hal ini dapat dimaksudkan agar orang yang mengutangkan 
tidak akan mengalami kerugian. Pada ayat tersebut disebutkan, menyerahkan barang 
tanggungan kepada yang memberi utang sebagai jaminan utangnya tersebut. Hal itu 
untuk menanamkan rasa percaya, karena dalam perjalanan tidak akan mendapatkan 
seorang penulis yang akan mencatat perjanjian tersebut. Dengan demikian menurut 
pendapat tersebut, yang menjadi syarat sahnya perjanjian hutang piutang baik dalam 
perjalanan maupun keadaan mukim adalah “adanya suatu barang yang bernilai 
menurut pandangan syara‟ yang dijadikan sebagai jaminan hutang”.23 
2. Hadis  
Hadis Nabi Muhammad saw. Dasar hukum yang dijadikan rujukan dalam  
membuat rumusan gadai adalah hadis Nabi Muhammad saw. antara lain:  
a. Hadis Anas ibn Malik:  
  عَا عَ  سٍ عَ عَ  نْ عَ  : نْذ عَخعَأ عَو ِة عَ نْيِد عَمنْل عَب نْي عَد نْوُه عَي  عَ نْرِد عَمهل عَس عَو عَه نْيعَل عَ  ُ هاللَّ ىهل عَص ِ هاللَّ ُا نْوُس عَر عَ عَه عَر
 ِهِل نْهعَِلِ  عَر نْيِع عَش ُه نْ ِم 
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Dari Anas ia berkata: Rasulullah Saw. menggadaikan baju perang kepada 
seorang Yahudi itu beliau mengambil sya‟ir (jagung) untuk keluarganya. (HR. 
Ahmad, Al-Bukhari, Nasa‟I, dan Ibnu Majah).24 
 
Hadis tersebut menyatakan bahwa menggadaikan harta adalah dibenarkan. 
Dan menyatakan kita boleh  mengadakan muamalah (perjanjian) dengan orang kafir, 
boleh menggadaikan alat perang (baju besi) kepada orang zimmi (orang kafir yang 
mendapat perlindungan), dan boleh membeli sesuatu dengan menangguhkan 
pembayaran.   
b. Hadist dari Abu Hurairah r.a  
 ىعَل عَ عَو ً  نْوُه نْر عَم عَ  عَك  عَذ ِ ِهِتعَقعَف عَ ِب ُب عَرشُي ِّر هدل   ُ عَبعَل عَو ً  نْوُه نْر عَمعَ عَ  عَك  عَذ ِ ِهِتعَقعَف عَ ِب ُب عَك نْرُي  ُ نْه هر 
 ُةعَقعَف ه ل  ُب عَر نْش عَي عَو ُب عَك نْرُي يِذهل  
Terjemahnya :  
“Binatang tunggangan boleh ditunggang lantaran memberi nafkahnya apabila ia 
tergadai, dan susu boleh di minum lantaran memberi nafkahnya apabila ia 
tergadai dan wajib bagi orang yang menunggang dan meminum untuk memberi 
nafkah”(HR. Bukhari).25 
 
Dari hadist ini dapat di simpulkan bahwa : 
1. Jika seseorang pegang gadai seekor binatang yang i tanggung makan, minum, dan 
penjagaannya, maka boleh ia pakai binatang itu pada urusan-urusan yang 
biasanya dipakai binatang jenis itu dan boleh ia gunakan susunya.  
                                                          
24
Muhammad bin Ali Asy-Syaukani, Nayl Al-Authar, Juz 5, Dar Al-Fikr, h. 351. 
25
Veithzal Rifai, Islamic Financial Management, Ed. I, Cet. 1.,(Jakarta: Raja Grafindo 
Persada, 2008), h. 190. 
26 
 
2. Jika seseorang pegang gadai seekor binatang, lalu ia tunggang atau minum 
susunya, maka wajib atasnya membelanjai makan dan minum binatang itu. 
c. Hadist lain dari Abu Hurairah  r.a 
 
 ُهُم نْرُغ ِه نْيعَل عَ  عَو ُهُم عَ عَغ ِهِبِح عَصِل  ُ نْه هر  ُقعَل نْغُي عَلِ 
Terjemahnya :  
 
“Tidak hilang suatu gadaian dari tuanya yang menggadaikannya: 





Dari Hadist ini dapat disimpulkan bahwa:  
a. Sesuatu yang orang gadaikan itu tetap menjadi hak; apa-apa yang 
diperanakkan oleh gadaiannya itu menjadi haknya; jika gadaian itu mati, 
tidak menjadi tanggungan orang yang pegang gadai. 





3. Ijma  
Selain dibolehkan dengan firman Allah SWT dan Hadist Nabi, rahn juga 
dituliskan atas dasar Ijma. Jumhur  ulama telah sepakat terhadap kebolehan status 
hukum gadai (ar-rahn) dalam bermuamalah. Ijma‟ ini berdasarkan Al-qur‟an Surah 
Al-Baqarah ayat 283 dan Hadist yang diriwayatkan oleh Bukahri dan Muslim tentang 
kisah Nabi Muhammad SAW, yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan 
makanan dari seorang Yahudi. Para ulama juga mengambil indikasi dari contoh Nabi 
Muhammad saw. tersebut ketika beliau beralih dari yang biasanya bertransaksi 
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kepada para sahabat yang kaya kepada seorang Yahudi, bahwa hal itu tidak lebih 
sebagai sikap Nabi Muhammad saw. yang tidak mau memberatkan para sahabat yang 
biasanya enggan mengambil ganti ataupun harga yang diberikan Nabi Muhammad 
saw. kepada mereka.  
Ijtihad berkaitan dengan praktek hutang pihutang dengan jaminan (gadai) 
seperti timbulnya persoalan tentang adanya siapa yang menanggung biaya 
pemeliharaan barang jaminan (marhun) selama berada pada pihak yang memberi 
piutang (murtahin). Oleh karena itu, para fuqoha‟ berusaha merumuskan ketentuan-
ketentuan dalam hutang piutang dengan jaminan (gadai) tanpa keluar dari aturan 
hukum Islam. Hal ini dimaksudkan agar masing-masing pihak yang melibatkan 
dirinya pada perjanjian hutang piutang dengan jaminan (gadai) tidak saling 
merugikan atau terdapat unsur-unsur yang menimbulkan kemudharatan. Ketentuan-
ketentuan yang terdapat dalam perjanjian hutang piutang itu merupakan „hasil ijtihad 
para fuqoha‟, antara lain tentang rukun dan syarat-syarat dalam perjanjian hutang 
piutang dengan jaminan (gadai)”. 
4. Fatwa Majelis Ulama Indonesia   
Fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menjadi salah 
satu rujukan yang berkenaan dengan gadai syariah, diantaranya dikemukakan sebagai 
berikut:  
Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 tentang rahn 
yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai 
28 
 
jaminan utang dalam bentuk rahn dibolehkan, dan Fatwa DSN-MUI No: 




Di Indonesia telah diatur mengenai gadai dalam tinjauan hukum Islam, yaitu 
melalui “fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 25 Tahun 
2002 tantang Rahn” yaitu : 29   
1. Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan marhun (barang) 
sampai semua utang rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi.  
2. Marhun dan mafaatnya tetap menjadi milik rahin. Pada prinsipnya, marhun tidak 
boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali seizin rahin, dengan tidak mengurangi 
nilai marhun dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan 
perawatan.  
3. Pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban rahin, 
namun dapat dilakukan juga oleh murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan 
penyimpanan tetap menjadi kewajiban rahin.  
4. Besarnya biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan 
berdasarkan jumlah pinjaman. 
5. Penjualan Marhun:  
 
a. Apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan rahin untuk segera 
melunasi utangnya.  
b. Apabila rahin tetap tidak dapat melunasi utang, maka marhun dijual 
paksa/dieksekusi melalui lelang syariah.  
c. Hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi uatang, biaya pemeliharan dan 
penyimpanan yang belum dibayar serta biaya pelunasan.  
d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahin dan kekuarangannya menjadi 
kewajiban rahin.   
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5. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  
a. Pasal 1150, yang berisi:  
Gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatubarang bergerak, 
yang diserahkan kepadanya oleh kreditur, atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas 
utangnya, dan yang memberi wewenang kepada kreditur untuk mengambil pelunasan 
piutangnya dan barang itu dengan mendahului kreditur-kreditur lain; dengan 
pengecualian biaya penjualan sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai 
pemilikan atau penguasaan, dan biaya penyelamatan barang itu, yang dikeluarkan 
setelah barang itu sebagai gadai dan yang harus didahulukan. 
b. Pasal 1151 yang berisi:   
“Perjanjian gadai harus dibuktikan dengan alat yang diperkenankan untuk 
membuktikan perjanjian pokoknya”. 
c. Pasal 1152 yang berisi:   
Hak gadai atas barang bergerak yang berwujud dan atas piutang bawa timbul 
dengan cara menyerahkan gadai itu kepada kekuasaan kreditur atau orang 
yangmemberikan gadai atau yang dikembalikan atas kehendak kreditur.  Hak gadai 
hapus bila gadai itu lepas dari kekuasaan pemegang gadai. Namun bila barang itu 
hilang, atau diambil dari kekuasaannya, maka ia berhak untuk menuntutnya kembali 
menurut Pasal 1977 alinea kedua, dan bila gadai itu telah kembali, maka hak gadai itu 




Hal ini tidak adanya wewenang pemberi gadai untuk bertindak bebas atas 
barang itu, tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada kreditur, tanpa 





6. Kompilasi gadai dalam Islam 
a. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Bab I tentang ketentuan umum pasal 20 
ayat 14 dinyatakan bahwa Rahn adalah: “Penguasaan barang milik peminjam 
oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan”. 
b. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Bab XIII tentang Rahn pasal 357 
dinyatakan: “ Penerima gadai tidak boleh menggunakan harta gadai tanpa 
seizin pemberi gadai”. 
c. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Bab XIII tentang Rahn pasal 362 
dinyatakan: “Pemberi gadai bertanggug jawab atas biaya penyimpanan dan 
pemeliharaan harta gadai, kecuali ditentukan lain dalam gadai”. 31 
 
 
F. Rukun dan Syarat Gadai  
Melaksanakan suatu perikatan terdapat rukun dan syarat gadai yang harus 
dipenuhi. “Secara bahasa rukun adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu 
pekerjaan”. Sedangkan syarat adalah “ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus  
dipindahkan dan dilakukan”.32  
Perjanjian akad gadai dipandang sah dan benar menurut syari'at Islam apabila 
memenuhi rukun dan syarat yang telah diatur dalam hukum Islam, yakni sebagai 
berikut:  
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Departemen Pendidikan Nasional,  Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 
2002), h. 966. 
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1. Rukun Gadai  
Yang termasuk rukun gadai ialah sebagai berikut: 
1. Adanya lafadz (sighat).  
2. Adanya pemberi dan penerima gadai (rahin dan murtahin). 
3. Adanya barang yang digadaikan (marhum). 
4. Adanya hutang (marhum bih).33 
Lafadz adalah pernyataan adanya perjanjian gadai. Lafaz dapat saja dilakukan  
secara tertulis maupun lisan, yang penting di dalamnya terkandung maksud adanya  
perjanjian gadai diantara para pihak.  
Pemberi dan penerima gadai haruslah orang yang berakal dan baligh sehingga  
dapat dianggap cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum sesuai dengan 
ketentuan syari‟at Islam. Barang yang digadaikan harus ada pada saat dilakukan 
perjanjian gadai dan barang itu adalah milik si pemberi gadai, barang gadaian itu 
kemudian berada dibawah penguasaan penerima gadai. Hutang yang terjadi haruslah 
bersifat tetap, tidak berubah dengan tambahan bunga atau mengandung riba. 
2. Syarat Gadai  
Diantara syarat sahnya aqad rahn adalah sebagai berikut:  
a. Berakal 
b. Baligh (dewasa) 
c. Wujudnya Marhun (barang yang dijadikan jaminan pada saat terjadinya akad) 
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G. Akad Gadai  
Gadai (rahn) merupkan salah satu akad tabarru (kebajikan). Pinjaman yag 
diberikan oleh murtahin tidak boleh diharapakan dengan sesuatu yang lain,
35
 karena 
apa yang  diserahkan oleh pihak al-murtahin adalah tanpa imbalan atau ganti rugi. 
Kaidah fiqih mengaskan bahwa at-tabarru atau derma belum dianggap sempurna dan 
memiliki konsekuensi-konsekuensi hukum kecuali dengan adanya al-qabdhu (serah 
terima barang yang menjadi objek akad). Oleh karena itu, “sebelum adanya al-
qabdhu akad tersebut belum memiliki dampak atau konsekuensi hukum”.36 
Secara garis besar, fuqaha sepakat bahwa al-qabdhu adalah salah satu syarat 
ar-rahn, hal ini berdasarkan surat Al-baqarah ayat 283, yang artinya “ jika kamu 
dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai sedang kamu tidak 
memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang 
oleh yang berpiutang. Akan tetapi jika sebagian dari kamu mempercayai sebagian 
yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) 
dan hedaklah ia bertakwa kepada Allah tuhannya, dan janganlah kamu para saksi 
menyembunyikan persaksian. “Dan barang siapa yang menyembunyikannya maka 
sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya dan Allah maha mengetahui apa 
yang kamu kerjakan”.37 
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Maksud dari syarat al-qabdhu terhadap almarhun (barang yang digadaikan) 
adalah memberikan jaminan kepada pihak ad-daain, yaitu al-murtahin, serta 
memberikan rasa aman dan percaya di dalam dirinya dengan memberi kuasa untuk 
menahan dan memegang al-marhun di bawah kekuasaannya agar bisa memperoleh 
haknya dari al-marhun itu, jadi yang dimaksud dengan penyerahan al-qabdhu 
bukanlah hanya bersifat murni (at-ta‟abbud), maksudnya melaksanakan apa yang 
diperintahkan tanpa ada makna dan tujuan.  
Menggunakan segala medium yang bisa memberikan jaminan kepada pihak 
ad-daain sebagai ganti dari al-qabdhu. Dan diantara medium tersebut adalah 
peraturan yang dikeluarkan oleh undang-undang sipil berupa bentuk atau prosedur 
formalitas penggadaian harta tidak bergerak yang digadaikan tersebut dijadikan 
sebagai bukti bahwa harta tersebut dalam status digadaikan. Hal ini bisa 
merealisasikan tujuan di atas yaitu menetapkan barang yang digadaikan sebagai 
jaminan bagi pihak ad-daain (yang berpiutang) dan untuk menjamin hak serta 
kemaslahatannya. Bentuk seperti ini tidak bisa menjalankan fungsi al-qabdhu yang di 
perintahkan oleh syara‟. Ini adalah apa yang ditetapkan oleh Ulama Malikiyyah 
tentang : 
Bolehnya penggadaian formalitas seperti di atas, ditambah dengan 
disyaratkannya penggadaian dengan cara menguasakan dan menyerahkan al-
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Harta yang dijaminkan itu harus diserah terimakan oleh rahin kepada 
murtahin, jika harta (a1unan) itu adalah harta bergerak maka serah terimanya adalah 
dengan melepaskan barang agunan terebut kepada murtahin. Bisa juga diserah 
terimakan adalah “sesuatu yang menandakan berpindahnya kekuasaan atas harta itu  
keterangan murtahin, jika harta tersebut merupakan barang yang tidak bergerak 
seperti tanah, rumah, dan lain-lain”.39 
 
H. Hak dan Kewajiban dalam Gadai  
1. Hak dan kewajiban pemberi gadai (rahin).40 
a. Rahin berhak mendapat pengembalian marhun yang digadaikan sesudah ia 
melunasi pinjaman utangnya.  
b. Rahin berhak menuntut ganti rugi atas kerusakan dan atau hialangnya marhun 
yang diagadaikan, bila hal itu disebabkan oleh kelalaian murtahin. 
c. Rahin berhak menerima sisa hasil penjualan marhun sesudah dikurangi biaya 
pinjaman dan biaya-biaya lainnya.   
d. Rahin berhak meminta kembali marhun bila murtahin diketahui 
menyalahgunakan marhun.  
 
Berdasarkan hak-hak rahin di atas maka meuncul kewajiban yang harus 
dipenuhinya yaitu:  
a. Rahin berkewajiban melunasi pinjaman yang telah diterimanya dalam tenggang 
waktu yang ditentukan, termasuk biaya-biaya yang ditentukan oleh murtahin. 
b. Rahin berkewajiban melakukan penjualan marhun bila dalam jangka waktu yang 
telah ditentukan murtahin tidak dapat melunasi uang pinjamannya.  
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2. “Hak dan Kewajiban Penerima Gadai (murtahin)”.41 
Hak murtahin dalam gadai adalah menahan barang gadai, sehingga orang 
yang menggadaikan melunasi kewajibannya. Jika ia tidak melaksanakan kewajiban 
tersebut pada waktunaya, maka murtahin biasanya melaporkannya kepada penguasa. 
Berdasakan hak murtahin di atas, muculah kewajiban yang harus 
dilaksanakannya, yaitu sebagai berikut:
42
 
a. Penerima gadai bertanggung jawab atas hilangnya atau merosotnya marhun 
bila hal itu disebabkan kelalaiannya. 
b. Murtahin tidak boleh menggunakan barang gadaian untuk kepentingan 
pribadinaya. 
c. Murtahin berkewajiban memebritahukan kepada rahin sebelum diadakan 
lelang terhadap marhun. 
 
 
I. Pemanfaatan Barang Gadai  
Para ulama mempunyai perbedaan pendapat berkenaan dengan pemanfaatan  
barang gadai, yaitu sebagai berikut:   
1. Pendapat Ulama Syafi‟iyah   
Menurut ulama Syafi‟iyah, seperti yang dikutip oleh Chuzaimah T Yanggo 
dan Hafiz Anshari bahwa yang mempunyai “hak atas manfaat harta benda gadai 
(marhun) adalah pemberi gadai (rahin) walaupun marhun itu berada di bawah 
kekuasaan penerima gadai (murtahin)”.43 
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2. Pendapat Ulama Malikiyah  
Ulama Malikiyah berpendapat seperti halnya yang dikutip oleh Muhammad 
Sholikhul Hadi bahwa penjamin atau penerima harta gadai (murtahin) hanya bisa 
mendapatka manfaatkan dari barang gadaian (mahrun) apabila (murtahin) telah 
mendapat  izin dari pemberi gadai (rahin) dengan mememnuhi beberapa persyaratan 
antara lain : 
a. Utang disebabkan dari jual beli, bukan karena mengutangkan. Hal itu terjadi 
seperti orang menjual barang dengan harta yang tangguh, kemudian orang 
itu meminta gadai dengan suatu barang sesuai dengan utangnya maka hal ini 
diperbolehkan.   
b. Pihak murtahin mensyaratkan bahwa manfaat dari harta benda gadaian 
diperuntukkan pada dirinya.   
c. Jika waktu mengambil manfaat yang telah disyaratkan harus ditentukan 




3. Pendapat Ulama Hanabilah   
Menurut pendapat ulama Hanabilah, persyaratan bagi murtahin untuk 
mengambil manfaat harta benda gadai yang bukan berupa hewan adalah:  
a. Ada izin dari pemilik barang,   
b. Adanya gadai bukan karena mengutangkan. 
4. Pendapat Ulama Hanafiyah   
Menurut ulama Hanafiyah, tidak ada perbedaan antara pemanfatan barang 
gadai yang mengakibatkan kurangnya harga atau tidak. Menurutnya, sesuai dengan 
fungsi dari barang gadai (marhun) sebagai barang jaminan dan kepercayaan bagi 
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penerima gadai (murtahin). Apabila barang tersebut tidak dimanfaatkan oleh 
penerima gadai (murtahin) maka berarti menghilangkan manfaat dari barang tersebut, 
padahal barang itu memerlukan biaya untuk pemeliharaan. Hal itu dapat 
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A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Untuk memperoleh data yang lengkap dalam penelitian ini, maka peneliti 
menggunakan metode jenis penelitian Kualitatif. Metode Penelitian kualitatif adalah 
suatu pendekatan yang juga disebut pendekatan investigasi karena biasanya peneliti 
mengumpulkan data dengan cara bertatap muka langsung dan berinteraksi dengan 
orang-orang di tempat penelitian. Metode penelitian kualitatif menurut para ahli 
adalah : 
a. Menurut Strauss & Corbin, 2003 Penelitian kualitatif adalah sebagai jenis 
penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau 
bentuk hitungan lainnya. 
b. Menurut Mc millan dan Schumacher, 2003, penelitian kuliatatif adalah suatu 
pendekatan yang juga disebut pendekatan investigasi karna biasa peneliti 
mengumpulkan data dengan cara bertatap muka langsung dan berinterkasi  





Penelitian kualitatif mencari makna, pemahaman, pengertian, tentang suatu 
fenomena, “kejadian maupun kehidupan manusia dengan terlibat langsung dan/atau 
tidak langsung dalam dalam setting yang diteiti, kontekstual dan menyeluruh.
46
 
Sehingga penulis dapat menyimpulkan bahwa penelitian kualitatif adalah 
penelitian dimana ia tidak menggunakan rumus statistik dalam menyelesaikan 
penelitian. 
2. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di Dusun Bocco-Bocco’e Desa Wecudai Kecamatan 
Pammana Kabupaten Wajo dengan wawancara beberapa masyarakat yang melalukan 
Gadai sawah dengan waktu yang digunakan oleh peneliti yaitu 2 bulan mulai dari 26 
Desember 2017 s.d 26 Feberuari 2018. 
 
B. Pendekatan Penelitian 
Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:  
1. Pendekatan fenomenologis  
Digunakan pendekatan fenomenologis karena berkaitan langsung  dengan 
gejala-gejala yang muncul disekitar lingkungan manusia. Penelitian ini berusaha 
untuk memahami makna peristiwa serta interaksi pada orang-orang dalam situasi 
tertentu, pendekatan ini menghendaki adanya sejumlah asumsi yang berlainan dengan 
cara yang digunakan untuk mendekati perilaku orang dengan maksud menemukan 
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fakta. “Penelitian kualitatif ini digunakan karena data-data yang dibutuhkan berupa 
sebaran informasi yang tidak perlu dikualifikasikan”. 
1. Pendekatan fiqih  
Pendekatan ini berguna untuk menelaah dan mengkaji masalah yang diteliti 
melalui kumpulan hukum-hukum syara’ bidang amaliyah, dihasilkan melalui ijtihad 
yang berdasarkan dalil-dalil (Al-Qur’an dan hadits) secara rinci.  
 
C. Sumber Data 
Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, sebagai berikut 
1. Data primer 
Data primer adalah data yang diperoleh lewat pengamatan atau wawancara 
langsung dengan narasumber. Dalam hal ini adalah pihak-pihak yang terkait dalam 
pelaksanaan gadai sawah (Massanra Galung). 
2. Data sekunder 
Data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti yang diperoleh 
lewat dokumentasi dan catatan-catatan yang berkaitan dengan objek penelitian, 
misalnya buku-buku, artikel, dan karya ilmiah. Data adalah hasil peneliti baik berupa 
fakta atau angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi. 
Sedangkan yang dimaksud “sumber data dalam penelitian kualitatif adalah subjek 
dari mana data tersebut dapat di peroleh”.47 
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D. Teknik Pengumpulan Data 
Data yang dibutuhkan secara umum dari data yang bersumber dari peneliti 
lapangan . Adapun metode pengumpulan data yang gunakan dalam pengumpulan ini 
adalah wawancara. “Wawancara merupakan teknik pegumpulan data untuk 
mendapatkan keterangan lisan melalui tanya jawab dan berhadapan langsung dengan 
para informan yaitu petani di Dusun Bocco-Bocco’e”.48 
 Wawancara terstruktur adalah wawancara dengan menggunakan daftar 
pertanyaaan yang telah disiapkan sebelumnya. Peneliti menggunakan teknik 
wawancara terstruktur agar fokus pada permasalahan penelitian. Wawancara 
dilakukan kepada para informan dengan menggunakan alat perekam untuk 
memperoleh hasil yang akurat dan agar tidak kehilangan informasi. Sebelum 
mengajukan pertanyaan, peneliti menjelaskan terlbih dahulu mengenai permasalahan 
peneliti dan pedoman yang dilakukan selama kegiatan wawancara berlangsung.  
 
E. Instrumen Penelitian 
1. Instrumen Observasi 
Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap 
gejala, fenomena atau objek yang diteliti.Secara psikologis, Observasi disebut pula 
pengamatan yang meliputi pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan 
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menggunakan alat indra. Penelitian ini menggunakan observasi sistematis yaitu 
dengan menggunakan pedoman sebagai instrument pengamatan. Cara ini dilakukan 
penulis berdasarkan pertimbangan tentang kemampuan penulis dengan objek yang 
diteliti. Disamping itu pula dalam melakukan observasi penulis menggunakan alat 
pendukung guna mempermudah dan memperlancar kegiatan observasi. 
2. Instrumen Wawancara 
Wawancara merupakan teknik pengumpulan data untuk mendapat keterangan 
lisan melalui tanya jawab dan berhadapan langsung dengan yang dapat memberi 
keterangan. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan 
penelitian dengan cara tanya jawab sambil menatap muka antara sipenanya atau 
pewawancara dengan sipenjawab atau responden.  
 
F. Teknik pengolahan dan Analisis Data 
Analisis data dalam sebuah penelitian sangat dibutuhkan bahkan merupakan 
bagian yang sangat menentukan dari beberapa langkah penelitian sebelumnya. Dalam 
penelitian kualitatif, analisis data harus seiring dengan pengumpulan fakta-fakta di 
lapangan, dengan demikian analisis data dapat dilakukan sepanjang proses penelitian 
dengan menggunakan teknik analisis sebagai berikut: 
1. Reduksi Data 
Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 





catatan tertulis di lapangan, proses ini berlangsung terus-menerus. Reduksi data 
mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus. 
2. Penyajian Data 
Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, 
sehingga memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 
tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif, dapat berupa teks naratif, maupun matrik, 
grafik, jaringan dan bagan. 
3. Penarikan Kesimpulan 
Upaya penarikan kesimpulan atau verifikasi dilakukan peneliti secara terus-
menerus selama berada di lapangan.Dari permulaan pengumpulan data, mulai 
mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan pola-pola, penjelasan-penjelasan, 





HASIL  DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
1. Gambaran umum geografis Kabupaten Wajo 
a. Letak dan batas wilayah 
Kabupaten Wajo dengan Ibukota Sengkang, terletak dibagian tengah Provinsi 
Sulawesi Selatan dengan jarak 242 km dari Makassar Ibukota Provinsi Sulawesi 
Selatan, memanjang pada arah laut tenggara dan terakhir merupakan Selat, dengan 
posisi koordinat terletak antara 3°39 - 4°16‟ Lintang Selatan dan 199°53‟ Bujur 
Timur dengan batas wilayah Kabupaten Wajo sebagai berikut: 
1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Luwu dan Kabupaten Sidrap. 
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Teluk Bone. 
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bone dan Soppeng. 
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Soppeng dan Sidrap. 
Kabupaten Wajo dalam kebijaksanaan penetapan kawasan prioritas Provinsi 
Sulawesi Selatan ditetapkan kawasan Wajo sebagai kawasan pengembang tanaman 
pangan dengan pusatnya di Kota Sengkang yang berfungsi sebagai pusat 
pengembangan wilayah pertanian. Karakteristik dan kondisi wilayah di Kabupaten 





“Mangkalungu Ribulue, Massulappe Ripottanangnge, Mattoddang Ritasi 
Tappareng‟e” yang artinya Kabupaten Wajo memiliki lahan 3 (tiga) dimensi. 
a. Luas wilayah dan administrasi pemerintahan 
Kabupaten Wajo memilki luas wilayah secara keseluruhan adalah 2.506,19 
km
2
 atau 4.01% dari luas Provinsi Sulawesi Selatan. Pada tahun 2017 Kabupaten 
Wajo telah terbagi menjadi 14 Kecamatan yang meliputi: 
Tabel 4.1 






Persentasi terhadap luas 
wilayah Kabupaten Wajo 
1 Sabbangparu 132.75 5.30 
2 Tempe 38.27 1.53 
3 Pammana 162.10 6.47 
4 Bola 220.13 8.78 
5 Takkalalla 179.76 7.17 
6 Sajoanging 167.01 6.66 
7 Penrang 154.90 6.18 
8 Majauleng 225.92 9.01 
9 Tanasitolo 154.60 6.17 
10 Belawa 172.30 6.88 
11 Maniangpajo 175.96 7.02 
12 Gilireng 147.00 5.87 
13 Keera 368.36 14.70 
14 Pitumpanua 207.13 8.26 
Total 2.506.19 100.00 





1. Gambaran umum Geografis Desa Wecudai 
a. Letak Desa 
Lokasi yang digunakan dalam penelitian adalah Dusun Bocco-Bocco‟e Desa 
Wecudai Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo. Desa Wecudai terdiri dari beberapa 
dusun salah satunya dalah Dusun Wecudai. Jarak antar desa ke kota letaknya cukup 
jauh. Berikut ini adalah jarak dari desa ke kota: 
Tabel 4.2 
Jarak dan Waktu Tempuh dari Desa ke Kota 
 
NO URAIAN JARAK WAKTU TEMPUH 
1. 
Dari Desa ke Ibukota 
Kabupaten 15 km 25 menit 
2. 
Dari Desa ke Ibukota 
kecamatan 10 km 15 menit 
 Sumber : Arsip Desa Wecudai Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo 
 
b. Batas  
Desa wecudai berbatasan dengan desa lainnya yang masih dalam satu 
kecamatan. Adapun batas Desa Wecudai, yaitu ; 
Tabel 4.3 
Batas desa 
No Batas Desa/Kelurahan 
1. Utara Desa Simpursia 
2. Timur Kelurahan Pammana 
3. Selatan Desa Tobatang 
4. Barat Kelurahan Sompe 






c. Luas wilayah menurut penggunaannya 
Luas wilayah Desa Wecudai dapat diketahui menurut penggunaannya yaitu : 
Tabel 4.4 
Luas wilayah menurut penggunaannya 
No Uraian Jumlah 
1 Perkantoran 0,50 ha 
2 Sekolah 1,50 ha 
3 Sarana kesehatan 0,75 ha 
4 Tempat ibadah 1,35 ha 
5 Kuburan 1,75 ha 
6 Jalan 12,75 ha 
7 Pemukiman 12,51 ha 
8 Perkebunan 567 ha 
9 Pertanian 512 ha 
10 Lapangan olahraga 2,80 ha 
 Jumlah 1.112,91 ha 
Sumber : Arsip Desa Wecudai Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo 
 
2. Kondisi Demografis 
a. Jumlah Penduduk 
Desa Wecudai memiliki jumlah penduduk sekitar 1.534 jiwa, yang terdiri dari 
724 jiwa laki-laki dan 792 jiwa perempuan dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) 
sebanyak 475 KK, untuk lebih jelasnya dipaparkan dalam tabel berikut. 
Tabel 4.5 
Jumlah penduduk Desa Wecudai menurut jenis kelamin 
Jenis Kelamin Jumlah 
Laki-Laki 724 orang 
Perempuan 810 orang 
Jumlah 1.534 orang 






Berdasarkan tabel tersebut mutenunjukkan bahwa jumlah penduduk 1.534 
jiwa yang terdiri atas laki-laki  724 dan perempuan 792 orang, hal ini berarti jumlah 
penduduk perempuan lebih banyak dari jumlah penduduk laki-laki. 
b. Mata Pencaharian 
Secara umum kondisi perekonomian Desa Wecudai di topang oleh beberapa 
mata pencaharian warga masyarakat dan dapat teridentifikasi ke dalam beberapa 
bidang mata pencaharian, seperti: Petani, PNS, karyawan swasta, Wiraswasta dan 
lain-lain. Jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian dapat dilihat pada tabel 
berikut.  
Tabel 4.6 
Jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian 
No Mata Pencaharian Jumlah 
1 Petani 1520 orang 
2 Swasta 1 orang  
3 Pns 3 orang  
4 Wiraswasta 10 orang 
Sumber : Arsip Desa Wecudai Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo 
 
Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa masyarakat Desa Wecudai 
mayoritas bermata pencaharian petani karena letak desa yang  terdapat banyak sawah. 
c. Tingkat Pendidikan 
Dibidang pendidikan di Desa Wecudai masih perlu adanya peningkatan dan 
pembenahan. Karena masih banyak anak-anak yang belum sekolah sampai tingkat 





perhatian masyarakat akan pentingnya pendidikan, di samping itu mereka beralasan 
karena biaya sekolah yang mahal.  
Tabel 4.7 
Jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan 
No Uraian Jumlah 
1 Belum Sekolah 341 orang 
2 Tidak tamat SD 885 orang 
3 SMP 125 orang 
4 SMA 90 orang 
5 Sarjana/Diploma 38 orang 
Sumber : Arsip Desa Wecudai Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo 
 
d. Agama 
Masyarakat Desa Wecudai rata-rata beragama Islam. Namun, kebanyakan 
masyarakatnya masih kurang paham tentang hukum-hukum tetang Islam, karena 
ajaran nenek moyang mereka masih melekat dalam kesehariannya. 
 
B. Gadai Sawah (Massanra Galung) pada Masyarakat Dusun Bocco-Bocco’e 
Masyarakat Dusun Bocco-Bocco‟e pada umumnya bermata pencaharian di 
sektor pertanian, yang mana mereka mengandalkan musim padi . Bila tiba musim 
panen mereka akan mendapatkan hasil. Hasil tersebut akan dipergunakannya untuk 
memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Ketika keadaan mendesak seperti adanya 
kebutuhan sekolah, modal usaha dan kebutuhan pokok dan hasil panen menurun, 





Dan juga sebagian masyarakat menggadaikan sawahnya, hanya untuk keperluan 
barang mewah. 
Seperti yang dikatakan Ibu Nemmi: ...” ko madodong si wassele‟na galung e 
na to melona engka, i fasannrai si jolo galung e . agaro Allongi melo melli 
oto nappasanrang jolo galunna nafa deppa na genne dui na . ye wettunna 
meloka tambai luang na bolaku ufasanrang jolo galukku”. 
(jika panen menurun dan kita sudah perlu barangnya, maka gadaikan sawah, 
misalnya Aco‟ ingin beli mobil harus menggadaikan sawahnya karena 
uangnya belum mencukupi, sama halnya dengan saya mau memperluas rumah 




Hasil wawancara di atas dapat di ketahui bahwa ketika keadaan mendesak 
seperti adanya kebutuhan sekolah, modal usaha dan kebutuhan pokok serta hasil 
panen menurun, mereka terpaksa menggadaikan sawah yang dimiliki untuk 
memenuhi keperluannya. Namun ada  juga sebagian masyarakat menggadaikan 
sawahnya, hanya untuk keperluan barang mewah. 
Gadai sawah (Massanra Galung)  adalah perjanjian yang menyebabkan 
bahwa tanahnya diserahkan untuk menerima sejumlah uang tunai dengan 
permufakatan bahwa si penggadai (rahin) akan berhak mengembalikan tanah itu ke 
dirinya sendiri dengan jalan membayarkan sejumlah uang yang sama. Berdasarkan 
definisi tersebut, bahwa selama uang gadai belum dilunasi maka tanah (sawah) yang 
digadaikan tetap dalam penguasaan si pemegang gadai (murtahin) dan selama itu 
hasil tanah seluruhnya menjadi hak si pemegang gadai (murtahin). 
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Masyarakat Dusun Bocco-Bocco‟e menyebut transaksi gadai sawah 
(Massanra Galung) sebagai jaminan dan tanah itu dimanfaatkan oleh penerima gadai. 
Orang yang melakukan gadai disebut “Pa‟ Pasanra” (penggadai/rahin), sedangkan 
yang menerima disebut “Ma‟ pasanra” (penerima gadai/murtahin). Adapun mengenai 
batas waktu pelunasanya biasanya ditentukan dalam bentuk tahunan.  
Ibu Senna  mengatakan: .....”ye ma biasae ta 2 taung wettunna nak, ko lettu i 
wettuna 2 taung na deppa gaga dui na , to mappammula femeng si” (Biasanya  
waktu yang ditentukan 2 tahun , apabila dalam waktu 2 tahun penggadai belum 




Pernyataan di atas mengunjukkan bahwa batas waktu yang di tentukan oleh 
kedua pihak rata-rata 2 tahun, dan saat  jatuh tempo Rahin (penggadai) belum mampu 
untuk membayar hutangnya, maka Murtahin (penerima gadai) masih berhak atas 
sawah tersebut sampai si rahin melunasi pinjamannya dan perjanjian di mulai dari 
awal lagi hingga tahun ke dua. 
Gadai sawah di Dusun Bocco-Bocco‟e dilakukan dengan cara perkiraan 
seberapa banyak uang yang akan dipinjam oleh si penggadai (rahin) dan seberapa 
luas sawah yang akan di gadaikan dan terjadilah tawar menawar antara si penggadai 
(rahin) dan penerima gadai (murtahin) sesuai luas sawah.  
“Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Nemmi:... “ fede maluangngi galungnge 
fede mega to sanrana , tafi‟na namu maluang si ko galung tanete detto na mega 
sanrana de na fada ko galung lompo” 
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(semakin luas sawah maka semakin besar gadainya akan tetapi jika sawahnya 





 Masyarakat melakukan gadai sawah selain luas sawah, juga memperhatikan 
apakah sawahnya Sawah Tanete atau Sawah Lompo . Sawah Tanete yaitu sawah yang 
produksinya hanya mengharapkan sumber air dari langit atau air hujan . Sedangakan 
Sawah Lompo yaitu sawah yang sumber airnya setiap saat ada karena menggunakan 
mesin pompa air . Maka dari itu, masyarakat lebih memilih Sawah Lompo untuk di 
gadai karena tidak sulit mendapatkan air , kapan pun bisa di kelola tanpa harus 
menunggu air hujan turun. 
“Bapak Allongi mengatakan :... “to mega dui na manyameng nyawana, nafa 
mappoliang mato dessa mato na takkurang pokok na” (jika orang memiliki uang 
banyak lebih bagus karena selain menghasilkan juga uang pokok tidak 
berkurang)”.52 
 
 Pemahaman sebagian masyarakat tentang gadai sawah (Massanra Galung) 
sebagai lahan bisnis bagi pemilik modal yang berkecukupan, bahkan beberapa orang 
memilih uangnya digunakan untuk memberikan jaminan kepada Rahin daripada 
ditabung dengan alasan bahwa akan  mendapatkan keuntungan namun saat 
pengembalian pinjaman uang pokok tetap utuh.  
 Penerapan gadai di Dusun Bocco-Bocco‟e mulai terjadi ketika si A (rahin) 
mendatangi si B (murtahin) dan menawarkan sawahnya sebagai jaminan dengan 
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maksud meminjam sejumlah uang, jika si B setuju maka dilakukan perjanjian yang 
mana di dalam perjanjian tersebut seberapa banyak uang yang akan dipinjam dan 
sampai kapan batas waktunya. Proses terjadinya akad gadai dilakukan secara tertulis 
dan tidak tertulis dengan menghadirkan Rahin dan Murtahin dan kepala setempat. 
“Seperti yang di uangkapkan Bapak Ningka:....kadang  yoki  kadang to dessa 
nafa fada si tepperini ,ko yoki i ko tommi  kertasa e yang penting engka tanda, 
majana mi lao na desa yoki i , nappa mengetahui pak kafala. (terkadang di tulis 
kadang tidak , kalaupun di tulis hanya di kertas biasa dan di tulis tangan ,  hanya 
sebagai formalitas saja dan keduanya  bertanda tangan mengetahuai kepala 
setempat)”.53 
 
 Penerapan terjadinya akad gadai yang di ungkapkan bapak ningka di atas 
merupakan salah satu bentuk persyaratan untuk memperkuat bukti dalam melakukan 
transaksi gadai. Namun itu hanya sebagai formalitas dan sebagian yang melakukan 
tidak menulisnya  karena selama terjadinya gadai belum pernah terjadi hal-hal konflik 
di antara kedua belah pihak karena mereka saling percaya satu sama lain.  
Dari pihak murtahin ada 3 faktof yang menyebabkan mereka melakukan gadai yaitu: 
1. Faktor kebiasaan.  
Masyarakat di Dusun Bocco-Bocco‟e sejak zaman dahulu sudah menjadikan 
kebiasaan menggadaikan sawah, kebun, emas mereka apabila ingin memenuhi 
kebutuhannya yang membutuhkan biaya dalam jumlah yang  tidak sedikit. Sehingga 
mereka beranggapan bahwa hal tersebut sudah terbiasa dan menjadi tradisi dalam 
masyarakat,oleh karena itu sudah menjadi ketetapan umum bila seseorang berhutang 
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maka harus ada pegangan (jaminan). Dengan demikian pihak yang membutuhkan 
dana tersebut mereka mendatangi orang orang tertentu yang dianggap mampu 
menolongnya atau menyelesaikan masalahnya, seperti ungkapan yang diungkapkan 
oleh Ibu Mariang (murtahin) di bawah ini: 
 
“Biasa tawwe  jokka i ki nappa nappajulluang galunna” (rahin yang datang 




Dari komentar tersebut, bahwasanya rahin sendirilah yang datang kepada 
murtahin untuk meminjam uang dan menawarkan sendiri sawahnya untuk digadai 
dan digarap. Dari hal tersebut berarti kegiatan gadai tanah (sawah) di Dusun Bocco-
Bocco‟e memang sudah menjadi kebiasaan masyarakatnya walaupun tanpa 
diminta oleh si murtahin. 
2. Faktor ingin menolong 
Tingginya rasa kekeluargaan dari kalangan masyarakat desa menimbulkan 
adanya  rasa tolong menolong di antara mereka jika salah satunya mengalami 
kesulitan,dari faktor inilah maka si penerima gadai (murtahin) meminjamkan 
uangnya kepada si penggadai (rahin). Karena sebagai rasa kebersamaan dalam 
masyarakat yang didasari tolong-menolong antara sesama manusia. Begitu pula 
sebaliknya bagi rahin merasa bergembira karena mendapat pinjaman dalam bentuk 
gadai, juga sebagai rasa terima kasih telah dipinjamkan uang maka mereka rela 
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menyerahkan sawahnya kepada si penerima gadai sebagai jaminan dan untuk digarap 
(dimanfaatkan) sesuai kesepakatan.  
3. Faktor komersial 
Gadai sawah karena alasan komersial, penerima gadai (murtahin) mencari 
orang yang ingin menggadaikan sawahnya semata-mata ingin mengambil manfaat 
atas yang digadaikan dengan alasan dapat menghasilkan keuntungan dan uang pokok 
tetap utuh. 
seperti yang diungkapkan Bapak Amma Tang :....” dari pada monro bawang dui 
e lebbi ko isanrai galungnna tawwe , mappoliang mato de‟ mato na kurang ko 





Dari komentar diatas dapat di ketahui bahwa sebgian masyarakat yang 
memiliki modal menjadikan lahan bisnis gadai sawah tersebut guna memperoleh 
keuntungan tambahan. 
Dari pihak rahin ada 2 faktor yang menyebabkan mereka melakukan gadai 
yaitu: Terjadinya praktek gadai sawah yang dilakukan masyarakat Dusun Bocco-
Bocco‟e disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya : 
1. Faktor keterdesakan ekonomi 
Kebutuhan Ekonomi yang mendesak menjadi salah satu alasan utama 
masyarakat Dusun Bocco-Bocco‟e untuk menggadaikan sawahnya. Pada masyarakat 
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berekonomi lemah apabila mengalami keterdesakan ekonomi maka menjaminkan 
sawah mereka merupakan salah satu cara dalam mengatasi masalahnya. 
2. Faktor kebutuhan modal 
Keterdesakan ekonomi tidaklah menjadi satu faktor dalam pelaksanaan gadai 
yang dilakukan. Faktor lain yang memicu penggadai(rahin) menggadaikan sawahnya 
ialah kebutuhan akan modal, baik itu untuk menambah modal usaha, modal untuk 
pembelian kendaaraan dan lain-lain. ang yang disediakan belum mencukupi , maka 
dia memnggadaikan sawahnya . 
1. Hak dan Kewajiban Penggadai (rahin): 
Hak penggadai (rahin) yaitu: 
a. Berhak untuk mendapatkan sejumlah uang dari penerima gadai (murtahin). 
b. Berhak untuk mendapatkan pengembalian sawah yang digadaikan sesudah ia 
melunasi pinjaman utangnya.  
Kewajiban penggadai (rahin) yaitu: 
1. Berkewajiban untuk menyerahkan sawahnya dan dimanfaatkan oleh penerima 
gadai (murtahin). 
2. Berkewajiban untuk mengembalikan uang pinjaman kepada penerima gadai 
(murtahin). 
2. Hak dan Kewajiban Penerima Gadai (murtahin): 
Hak penerima gadai (murtahin) yaitu: 






b. Berhak untuk tetap menahan barang gadai selama pinjaman belum dilunasi (jatuh 
tempo) oleh pemberi gadai (rahin). 
Kewajiban penerima gadai (murtahin) yaitu: 
a. Berkewajiban untuk menyerahkan uang pinjaman kepada penggadai (rahin) atas 
terjadinya transaksi gadai. 
b. Berkewajiban untuk mengembalikan sawah yang dijadikan jaminan kepada 
penggadai (rahin) jika sudah melunasi pinjaman utangnya. 
Dari hasil penelitian yang dilakukan, pemanfaatan barang gadai yang terjadi 
dalam pelaksanaan gadai (sawah) pada msyarakat Dusun Bocco-Bocco‟e  dilakukan 
oleh penerima gadai (murtahin). 
Ibu Sanatang :.... “iya mato jamai ,iyya maneng malai waasele‟ na“ (saya yang 
kerja , saya yang ambil semua hasilnya).
56
 
Ibu Mariang :.....” ko de yullei jama i yalengi tawwe na jamangekki nappa ibage 





Pemanfaatan barang gadai dikekola atau digarap oleh penerima gadai 
(murtahin). Selain itu ada pula yang dikelola atau digarap oleh pihak ketiga atau 
orang lain yang dipercaya dengan ketentuan bagi hasil antara penggarap dengan 
sipenerima gadai (murtahin). Meskipun demikian kebanyakan sawah yang dijadikan 
sebagai jaminan digarap atau dikelola oleh penerima gadai itu sendiri. Namun hasil 
dari pemanfaatan barang gadai dikuasai sepenuhnya oleh pihak penerima gadai 
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(murtahin). Bahkan hasil yang telah diambil dari sawah (barang gadai) tersebut 
biasanya sudah melebihi dari utang si penggadai (rahin). Oleh karena itu, 
pemanfaatan barang gadai (sawah) yang terjadi dalam masyarakat di Dusun Bocco-
Bocco‟e harus ditinjau ulang karena merugikan bagi pemberi gadai. 
Tabel 4.8 
Daftar Pengadai (Rahin) dan Penerima Gadai (Murtahin) Dusun Bocco-Bocco‟e 
NO Rahin Murtahin 
Jumlah 
Hutang Tujuan Waktu 
1 Pak Upe Sanatang 15 juta Biaya sekolah 3 tahun 
2 Nemmi Aji Ondeng 15 juta Perluas rumah 2 tahun 
3 Allo Amma Tang 20 juta Beli mobil 2 tahun 
4 Senna Minne 30 juta Biaya sekolah 2 tahun 
5 Beddu Mariang 15 juta Resepsi pernikahan 2,5 tahun 
6 Sabri  La Sang 20 juta Biaya sekolah 3 tahun 
7 Ningka Raki‟ 30 juta Menambah modal 2 tahun 
Sumber : Data diolah peneliti, 2017 
 
C. Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Penerapan Sistem Gadai Sawah 
(Massanra Galung) pada Masyarakat Dusun Bocco-Bocco’e 
  
Gadai merupakan suatu perjanjian atau akad dalam bermu‟amalah yang 
dilakukakan oleh dua belah pihak dalam bentuk hutang piutang dengan menyerahkan 
suatu barang sebagai jaminan atas hutang. Perjanjian gadai ini dibenarkan dengan 
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Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu‟amalah tidak secara tunai) sedang 
kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang 
tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian 
kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu 
menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah 
Tuhannya; dan janganlah kamu (saksi) menyembunyikan persaksian. Dan 
barang siapa yang menyembunyikan, maka sesungguhnya ia adalah orang yang 
berdosa hatinya dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. 
 
Pengertian ةَضُْوبْق َّم  نٌ َّ  َِ  dalam ayat tersebut yaitu barang tanggungan yang 
dipegang (oleh yang berpiutang). Barang tanggungan tersebut dalam masyarakat 
disebut dengan gadai atau jaminan. Dari ayat tersebut bila dicermati maka „illat 
hukum yang terkandung adalah adanya faktor kebutuhan, hal ini dapat dijumpai 
dalam pendapatnya as-Saukani yang mengemukakan bahwa “barang siapa dalam 
perjalanan melakukan perjanjian hutang piutang dan tidak dijumpai seorang pun 
penulis maka untuk meringankannnya (hutang piutang) diadakannya jaminan yang 
dipegang”.58 Jadi adanya utang piutang dengan barang jaminan karena adanya 
kebutuhan yang mendesak. 
Seperti yang dikatakan Ibu Nemmi: ...” ko madodong si wassele‟na galung e na 
to melona engka, i fasannrai si jolo galung e . agaro Ima melo melli oto 
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nappasanrang jolo galunna nafa deppa na genne dui na . ye wettunna meloka 
tambai luang na bola ufasanrang jolo galukku”. 
(jika panen menurun dan kita sudah perlu barangnya, maka gadaikan sawah, 
misalnya Ima ingin beli mobil harus menggadaikan sawahnya karena uangnya 
belum mencukupi, sama halnya dengan saya mau memperluas rumah harus 
menggadaikan sawah juga karena uang belum cukup).
59
 
Hasil pertanian yang menurun di sertai dengan adanya kebutuhan mendesak 
seperti adanya kebutuhan sekolah, modal usaha dan kebutuhan pokok serta hasil 
panen menurun, mereka terpaksa menggadaikan sawah yang dimiliki untuk 
memenuhi keperluannya. Seperti yang telah dijelaskan di bab sebelumnya 
bahwasanya praktek gadai itu dibolehkan dalam ekonomi islam karena tujuan mereka 
melaksanakan gadai adalah tolong-menolong tanpa adanya unsur mengambil 
keuntungan semata. Adapun barang yang digadaikannya tersebut adalah tanah 
(sawah) milik mereka sendiri.  
Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Ima berikut ini:....”Iya jokka sappa tau 
nappa wabberang i galukku , ko nacocoki ni na fadanni makkada siaga sanra na 
siattaung wettunna ,biasa ta dua taung ko tapi welau i makkada ko deppa gaga 
dui ku akkero wettue ilanjut mofi, nappa tawwe jama i galung e nafa ko alena 
jama i alena maneng mala wassele na “( saya yang datang menawarkan sawah 
saya dan kalau cocok kemudian di bicarakan berapa luas sawah dan berapa uang 
yang saya butuhkan dan jangka waktu ,biasanya 2 tahun tapi saya meminta jika 
belum mampu bayar maka di lanjut waktunya. mereka yang akan garap sawah 




Maksud dari wawancara dari pihak rahin tersebut bahwasanya pihak rahin 
sendirilah yang datang kepada si murtahin dan menawarkan sawahnya untuk 
digadaikan dengan maksud ingin meminjam uang. Murtahin setuju dan bertanya 
berapa banyak yang ingin dipinjamnya? Dan berapa lama jangka waktunya? Namun 
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si rahin tidak menginginkan adanya jangka waktu tertentu. Ketika dia sudah memiliki 
uang maka ia akan melunasinya dan mengambil kembali sawahnya. 
Dari hal tersebut penulis mengambil kesimpulan bahwa dalam akad tersebut telah 
memenuhi rukun dan syarat gadai sebagaimana dijelaskan dalam pandangan ekonomi 
Islam yaitu: 
1. Tinjauan akad gadai 
Hal utama yang menjadi prinsipil dalam melaksanakan suatu transaksi ialah 
keabsahan akad, termasuk dalam hal ini penerapan gadai sawah (Massanra Galung). 
Adapun ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam keabsahan akad berdasarkan 






d. Marhun bih 
 
Kemudian berkaitan dengan syarat gadai diantaranya yaitu: 
 
1. Orang yang berakad (Aqid). 
Syarat bagi aqid dalam pelaksanaan akad gadai ialah aqid harus memiliki 
kecakapan . Maksudnya ialah orang yang cakap untuk melakukan suatu perbuatan 
hukum sesuai dengan ketentuan Syari‟at Islam, yaitu berakal dan baligh. Selain itu, 
aqid tidak berstatus dalam pengampuan (mahjur‟alaih).62 Bahwa dalam hal praktek 
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gadai sawah tersebut dilaksanakan oleh rahin dan murtahin yang memiliki kecakapan 
baik dari segi fisik maupun dari segi mental. Serta lahan sawah yang digunakan 
sebagai jaminan merupakan lahan milik rahin sendiri. 
2. Barang yang diakadkan (Ma‟qud‟alaih) 
Menurut Imam Syafi‟i bahwa syarat sah gadai adalah harus ada jaminan yang 
berkriteria jelas dalam serah terima. Bahwa orang yang menggadaikan wajib 
menyerahkan barang jaminan kepada yang menerima gadai. Berkenaan dengan syarat 
yang melekat pada marhun atau rahin, para ulama menyepakati bahwasanya yang 
menjadi syarat yang harus melekat pada barang gadai merupakan syaratyang berlaku 
pada barang yang dapat diperjual-belikan, dalam praktek gadai sawah tersebut 
marhun yang dimaksudkan ialah berupa sawah. 
3. Marhun bihi 
Sementara itu yang berkaitan dengan marhun bihi ini harus merupakan barang 
yang dapat dimanfaatkan, apabila marhun bihi ini tidak dapat dimanfaatkan, maka 
dianggap tidak sah. Selain itu, marhun bihi haruslah merupakan barang yang dapat 
dihitung jumlahnya, dalam praktek gadai tersebut marhun bihi-nya berupa uang. 
Berkenaan dengan ma‟qud‟alaih tersebut, baik marhun (sawah) maupun marhun bihi 
langsung ada saat akad dilaksanakan. Yakni penyerahan uang dari murtahin secara 








4. Ijab dan Qabul (Shighat). 
Berkenaan dengan shighat dalam pelaksanaan praktek gadai sawah tersebut 
sudah memenuhi kriteria sighatul aqdi, yakni telah memenuhi tiga ketentuan (urusan) 
pokoknya, yaitu: 
a. Harus terang pengertiannya 
b. Harus bersesuaikan antara ijab dan qabul 





Shighat yang dimaksudkan dalam pelaksanaan gadai sawah tersebut ialah 
berupa ucapan si penggadai yang berbunyi: “Saya gadaikan kebun di wilayah 
A dengan luas sekian”, yang kemudian dijawab dengan ucapan dari Si penerima 
gadai yang berbunyi: “saya terima gadai sawahnya.64 
 
Berdasarkan penjelasan di atas bahwa penerapan gadai  yang terjadi pada 
masyarakat Dusun Bocco-Bocco‟e ada tersebut sudah memenuhi rukun gadai. Yaitu 
adanya „aqidayn (rahin dan murtahin), marhun (barang yang digadaikan), marhun 
bih (utang) dan sighat.          
Akad tersebut juga sudah memenuhi syarat-syarat rahn, dari segi „aqidayn 
adalah termasuk orang yang sudah dewasa, cerdas dan berakal. Masyarakat yang 
melakukan akad ini sudah memenuhi kriteria tersebut. Barang yang digadaikan dapat 
dinilai dengan uang, hal ini juga sudah memenuhi syarat karena yang biasa dijadikan 
barang gadai adalah sawah yang sudah jelas dapat dinilai dengan uang. Barang yang 
digadaikan oleh masyarakat tersebut juga merupakan milik sendiri. 
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2. Tinjauan terhadap hak dan kewajiban gadai 
a. Hak dan Kewajiban Penggadai (rahin): 
Hak penggadai (rahin) yaitu: 
1. Berhak untuk mendapatkan sejumlah uang dari penerima gadai (murtahin). 
2. Berhak untuk mendapatkan pengembalian sawah yang digadaikan sesudah ia 
melunasi pinjaman utangnya.  
Kewajiban penggadai (rahin) yaitu: 
1. Berkewajiban untuk menyerahkan sawahnya dan dimanfaatkan oleh penerima 
gadai (murtahin). 
2. Berkewajiban untuk mengembalikan uang pinjaman kepada penerima gadai 
(murtahin). 
b. Hak dan Kewajiban Penerima Gadai (murtahin): 
Hak penerima gadai (murtahin) yaitu: 
1. Berhak untuk menagih uang pinjaman jika sudah sampai batas waktu yang telah 
ditentukan. 
2. Berhak untuk tetap menahan barang gadai selama pinjaman belum dilunasi (jatuh 
tempo) oleh pemberi gadai (rahin). 
Kewajiban penerima gadai (murtahin) yaitu: 
a. Berkewajiban untuk menyerahkan uang pinjaman kepada penggadai (rahin) atas 
terjadinya transaksi gadai. 
b. Berkewajiban untuk mengembalikan sawah yang dijadikan jaminan kepada 





Mengenai hak dan kewajiban rahin dan murtahin, penulis berpendapat bahwa 
hak dan kewajiban rahin dan murtahin di Dusun Bocco-Bocco‟e tersebut sudah 
sesuai dengan ekonomi Islam. Akan tetapi, masih ada hak dan kewajiban yang belum 
terpenuhi seperti: murtahin berhak menjual barang gadai apabila telah jatuh tempo. 
Dan rahin berkewajiban merelakan penjualan harta benda gadaiannya, bila dalam 
jangka waktu yang telah ditentukan penggadai (rahin) tidak dapat melunasi uang 
pinjamannya. 
Sedangkan, yang terjadi di Dusun Bocco-Bocco‟e tidak adanya penjualan 
barang gadai (sawah) meskipun telah jatuh tempo karena sudah menjadi kebiasaan 
disana bahwa jika telah jatuh tempo dan rahin belum mampu untuk membayarnya 
maka murtahin tetap berhak untuk tetap menahan dan memanfaatkan sawah tersebut 
hingga rahin melunasi utangnya. Dan rahin harus merelakan sawahnya untuk tetap 
dimanfaatkan. Padahal Rasulullah SAW. sendiri menganjurkan adanya ketentuan 
waktu atau jatuh tempo dalam sebuah akad perjanjian. Hal tersebut berdasarkan pada 
hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu „Abbas r.a. bahwasanya ketika Rasulullah SAW. 
datang ke Madinah, saat itu orang-orang menghutangkan uang untuk ditukar dengan 
kurma selama dua atau tiga tahun. Kemudian beliau bersabda yang artinya : 
”Barang siapa yang memberi hutang dengan pembayaran kurma, maka 
lakukanlah dalam takaran tertentu, timbangan tertentu, dan sampai masa 
tertentu”.65 
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Seperti yang di uangkapkan Bapak Ningka:..... “Dessa nengka gaga mabbalu 
nafa ko lettu wettunna ilanjut si , ko de yulle to sappa tau sanrai wi” (tidak ada 





Dari wawancara di atas di ketahui bahwa tidak ada penjualan sawah, ketika si 
rahin belum mampu bayar maka murtahin melanjutkan, jika dia tidak bisa 
melanjutkan maka mencari orang lain untuk menggadai sawah tersebut. Rahin tidak 
ingin menjual sawahnya karena mereka beranggapan bahwa sawah tersebut 
merupakan salah satu asetnya uantuk masa depan. 
Dari hal tersebut, peneliti dapat menyimpulkan bahwa hal ini tidak sesuai 
dengan ekonomi Islam karena pada ekonomi Islam mengenai waktu jatuh tempo 
bahwasanya apabila rahin tidak mampu melunasi utangnya maka murtahin boleh 
menjual barang gadai dengan catatan apabila uang hasil penjualan barang jaminan 
tersebut melebihi jumlah utang maka sisanya dikembalikan kepada rahin , namun 
apabila kurang dari jumlah utang, maka pihak rahin harus menambahi agar utang 
terbayar lunas.. Dan apabila rahin tidak mau menjual sawahnya (barang gadai) maka 
murtahin boleh menempuh jalur hukum dan hakim yang menjualnya untuk melunasi 
utangnya (rahin). 
1. Pemanfaatan berdasarkan Ekonomi Islam 
Dasar etika bermuamalah dalam Islam adalah atas dasar tolong- menolong, 
tidak saling merugikan, suka sama suka (rela), dan saling percaya. Bila dilihat dari 
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segi etika ekonomi Islamnya, pelaksanaan gadai sawah di dusun Bocco-Bocco‟e 
masih belum sesuai dengan prinsip tolong-menolong yang tertera dalam firman Allah 
SWT, QS. Al-Maidah 5/2, yaitu sebagai berikut:  
                           
Terjemahnya : 
...”Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengrjakan) kebajikan dan jangalah 
tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kepada 
Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya” 67 
 
Penulis mengatakan tidak sesuai dengan etika tolong-menolong, dikarenakan 
gadai yang terjadi masih menguntungkan sebelah pihak saja yaitu hanya 
menguntungkan bagi murtahin. Sedangkan bagi rahin dengan adanya barang jaminan 
yang di manfaatkan oleh murtahin, maka membuat rahin lebih sulit untuk 
mendapatkan penghasilan dari  pemanfaatan barang gadai (marhun) yang 
dimanfaatkan penuh oleh murtahin . 
Ibu Minne:.... “iya mato jamai ,iyya maneng malai waasele‟ na“ (saya yang 
kerja , saya yang ambil semua hasilnya).
68
 
Ibu Mariang :.....” ko de yullei jama i yalengi tawwe na jamangekki nappa ibage 
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Pemanfaatan barang gadai dikekola atau digarap oleh pemegang gadai 
(murtahin). Selain itu ada pula yang dikelola atau digarap oleh pihak ketiga atau 
orang lain yang dipercaya dengan ketentuan bagi hasil antara penggarap dengan 
pemegang gadai (murtahin). Meskipun demikian kebanyakan sawah yang dijadikan 
sebagai jaminan digarap atau dikelola oleh penerima gadai itu sendiri. Namun hasil 
dari pemanfaatan barang gadai tidak dilakukan bagi hasil antara si penggadai (rahin) 
dengan pemegang gadai (murtahin) . Hasil tersebut semuanya diambil oleh pemegang 
gadai (murtahin). Bahkan hasil yang telah di ambil dari sawah (barang gadai) tersebut 
biasanya sudah melebihi dari utang si penggadai (rahin). 
Dengan dimanfaatkannya sawah/barang gadai (marhun) oleh penerima gadai 
(murtahin), sesungguhnya hal ini tidak dibenarkan dan tidak sah menurut ketentuan 
ekonomi Islam karena pengambilan masih ada unsur keuntungan dalam keterdesakan 
orang lain serta tidak memelihara nilai-nilai keadilan dan tentunya hal ini sangat 
bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam bermualah bahkan terdapat unsur 
kezaliman antar sesama. Hal ini tentu sangat berpengaruh terhadap kemampuan rahin 
untuk membayar hutangnya.  
Unsur tolong-menolongnya pada kasus ini tidak tampak sama sekali. Karena 
seorang rahin menggadaikan sawah itu disebabkan sedang mengalami kesulitan. Dan 
seorang murtahin memberikan hutang itu dengan maksud untuk menolong rahin 
dalam kesulitan. Namun yang terjadi sebaliknya, dengan adanya jaminan yang di 





Dari uraian diatas penulis menegaskan bahwa praktek gadai tanpa batas waktu 
dengan pengambilan manfaat kebun sebagai jaminan dikuasai sepenuhnya oleh 
murtahin yang terjadi di Dusun Bocco-Bocco‟e Desa Wecudai Wajo tersebut tidak 






Penerapan prinsip Ekonomi Islam terhadap gadai sawah (Massanra 
Galung) di Dusun Bocco-Bocco’e Desa Wecudai Kecamatan Pammana 
Kabupaten Wajo masih belum terpenuhi sepenuhnya di karenakan  praktek gadai 
sawah yang dilakukan oleh masyarakat tidak sesuai akad yang ada pada gadai 
dalam Islam yaitu akad adanya unsur tolong menolong (Tabarru’), sementara 
yang terjadi di desa Bocco-Bocco’e adalah adanya unsur kedzaliman terhadap 
pihak pemberi gadai (rahin). 
 
B. Saran   
1. Hendaklah para pemuka masyarakat dalam hal ini adalah para ulama setempat,  
agar lebih sering memberikan pengarahan atau informasi mengenai 
pelaksanaan  gadai yang sesuai dengan prinsip Ekonomi Islam dan tentang 
cara-cara bermu’amalah  secara baik dan benar sehingga masyarakat dapat 
terhindar dari kesalahan.  
2. Kepada Rahin dan Murtahin, selain kepercayaan yang mereka miliki bersama.  
Hendaknya dalam bertransaksi gadai sawah (Massanra Galung) menggunakan 
catatan yang  ditanda tangani oleh kedua belah pihak dibawah notaris sebagai 




3. Hendaknya ada waktu yang jelas dan eksekusi jaminan pada saat jatuh tempo. 
4. Hendaknya pemanfaatan gadai dilakukan oleh rahin agar mampu melunasi 






Ali, Zainuddin. Hukum Gadai Syariah. Jakarta: Sinar Grafika. 2008. 
 
Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan. edisi Revisi V, Jakarta: 
RinekaCipta. 2002. 
 
Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. Koleksi Hadits-hadits Hukum. 
Semarang: Pustaka Rizki Putra. 2011. 
Asy-Syaukani, Muhammad bin Ali. Nayl Al-Authar. Juz 5. Dar Al-Fikr. 
Az-Zuhaili, Wahbah. Fiqih Islam Wa-Adilatuhu. Beirut: Damaskus. 1997. 
Basyarahil, Abdul Aziz Salim. Tafsir fi Zhilalih Quran di Bawah Naungan Al Quran. 
Jakarta: Gema Insani Press. 2000. 
Basyir, Ahmad Azhar. Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam. 
Yogyakarta: UII Press. 2000. 
Bungin, Burhan. Penelitian Kualitatif. Jakarta: kencana. 2009. 
Departemen Agama RI. Al-Qur’an dan Terjemahnya. Bandung: Dipeonegoro. 2005. 
 
Departemen Pendidikan Nasional.  Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai 
Pustaka. 2002. 
 
Fatwa DSN MUI tentang Rahn dari Mardani. Fiqih Ekonomi Syariah. Jakarta: 
Kencana. 2012. 
Hadi, Muhammad Solhikul. Pegadaian Syariah. Jakarta: Salemba Diniyah. 2003. 
Hasan, M. Ali, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat), (edisi 
1,cet.ke- 2Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004). 
 
Muhammad dan Sholikhul Hadi. Pegadaian Syariah : Suatu Alternatif Konstruksi 
Pegadaian Nasional. Jakarta: Salemba Diniyah. 2003. 
Mustofa, Imam. Fiqih Mu’amalah Kontemporer. Jakarta: Rajawali Pers. 2016. 
Muslich, Ahmad Wardi, Fiqhi Muamalat, (Cet.1; Jakarta: Sinar Grafatika Offset, 
2010) 







Nizar, Muhammad. Pengantar Ekonomi Islam. Cet 1; Malang: Kurnia Advertisisng. 
2012. 
Patrik, Purwahid dan Kashadi. Hukum Jaminan. Semarang: Fakultas Hukum Undip. 
2003. 
Rifai, Veithzal,  Islamic Financial Management, Ed. I, Cet. 1., Jakarta: Raja Grafindo 
Persada, 2008.. 
Rasyid, Ibnu. Bidayatul Mujtahid. Semarang: As-Sifa. 1990. 
Ruchyat, Eddy. Pelaksana Landreform dan Jual Gadai Tanah Berdasarkan UU No. 
56 Tahun 1960. Bandung: Armico. 1983. 
Sahrani, Sohari. Fikih Muamalah. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia. 2011. 
 
Sarwat, Ahmad. Seri Fiqih Kehidupan Muamalat. Jakarta: DUPublishing. 2011. 
Sabiq, Sayid. Fiqh Sunnah. Beirut: Dar Al-Firk. 1981. 
Suhendi, Hendi. Fiqh Muamalah. Jakarta: Rajawali Pers. 2014. 
Sutedi, Andrian. Hukum Gadai Sayriah. Jakarta: Alfabeta. 2011. 
Soemitra, Andri. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta: Kencana. 2010. 
 
Tim Visi Yustisia. KUH Perdata Kitab Undang-Undang Hukum Perdata & KUHA 
Perdata dan KitabUndang-Undang Hukum Acara Perdata. Jakarta: 
Visimedia. 2015. 
 
Usman, Suparman. Hukum Islam (Asas-Asas Dan Pengantar Studi Hukum Islam 
Dalam Tata Hukum Indonesia). Jakarta: Gaya Media Pratama. 2001. 
Vollmar. Pengantar Studi Hukum Perdata. Jakarta: LSIK. 1997. 
 
Yanggo, Chuzaimah T.  Hafiz Anshori. Problamatika Islam Kontemporer. Jakarta: 
Pustaka Firdaus. 2004. 
 
Yanggo, Chuzaimah T dan Hafiz Anshari. Problematika Hukum Islam Kontemporer. 
Jakarta : LSIK. 1997. 
 
Yusuf, Muri. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Penelitian Gabungan. 
Jakarta : Prenada Media Group. 2014. 
 
Zuhaily, Wahbah. Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu. Jakarta: Gaya Media Pratama. 
2001 



















A. Untuk penggadai (rahin) 
1. Apakah yang menjadi dorongan atau motivasi bapak/ibu/saudara menggadaikan 
tanah? 
2. Siapa saja yang dilibatkan dalam pelaksanaan akad gadai tanah? 
3. Kapan dan dimana pelaksanaan akad gadai dilakukan? 
4. Kapan rahin menerima uang hasil dari gadai sawah (marhun bih)? 
5. Apakah pihak penggadai (rahin) menentukan batasan waktu dalam menggadaikan 
tanah? 
6. Bagaimanakah cara bapak/ibu/saudara menawarkan tanah yang akan digadaikan? 
7. Siapakah yang memanfaatkan barang gadai (sawah) yang digadaikan? 
8. Apakah dalam pelaksanaan gadai tanah pihak rahin merasa diuntungkan atau 
malah sebaliknya dirugikan? Alasannya? 
9. Apakah pernah terjadi perjanjian gadai sudah jatuh tempo tetapi penggadai belum 
melunasi uang pinjaman? Jika terjadi apa solusinya? 
10. Apakah ada penjualan barang gadai (sawah) apabila telah jatuh tempo ? 
B. Untuk pemegang gadai (murtahin) 
1. Apakah yang menjadi dorongan atau motivasi bapak/ibu/saudara dalam 
melaksanakan akad gadai tanah? 
2. Siapa saja yang terlibatbat dalam pelaksanaan akad gadai tanah? 
3. Kapan dan dimana pelaksanaan akad gadai dilakukan? 
4. Kapankah murtahin menerima barang gadai (marhun) atau tanah yang 
digadaikan? 
5. Apakah pihak penerima gadai (murtahin) menentukan batasan waktu dalam 
transaksi gadai tanah? 
6. Siapakah yang memanfaatkan barang gadai (sawah) yang digadaikan? 
7. Apakah dalam pelaksanaan gadai sawah pihak murtahin merasa diuntungkan atau 
malah sebaliknya dirugikan? Alasannya? 
8. Apakah pernah terjadi barang gadaian sudah jatuh tempo tetapi belum 
dikembalikan kepada pemilik gadai (rahin)? Kalau terjadi apakah alasannya? 
9. Apakah ada penjualan barang gadai (sawah) apabila telah jatuh tempo? 
10. Bagaimana jika sudah jatuh tempo dan rahin belum mampu melunasi sementara 















TRANSKIP HASIL WAWANCARA 
A. Untuk penggadai (rahin) 
1. Apakah yang menjadi dorongan atau motivasi bapak/ibu/saudara menggadaikan 
tanah? 
Jawaban : Kebutuhan ekonomi yang mendesak 
2. Siapa saja yang dilibatkan dalam pelaksanaan akad gadai tanah? 
Jawaban : Saya (penggadai/rahin), pihak pemegang gadai (murtahin) dan saksi. 
3. Kapan dan dimana pelaksanaan akad gadai dilakukan? 
Jawaban : Kadang dirumah kadang di rumah pemegang gadai murtahin. 
4. Kapan bapak/ibu/saudara (rahin) menerima uang hasil dari gadai sawah (marhun 
bih)? 
Jawaban : Langsung setelah ada kesepakatan karena sudah di butuhkan uangnya. 
5. Apakah bapak/ibu/saudara selaku pihak penggadai (rahin) menentukan batasan 
waktu dalam menggadaikan tanah? 
Jawaban : Tidak menentukan batas waktu, karena kalau saya menentukan batas 
waktu takut kalau sudah jatuh tempo lantas saya tidak mempunyai uang untuk 
membayarnya. 
6. Bagaimanakah cara bapak/ibu/saudara menawarkan tanah yang akan digadaikan? 
Jawaban : Saya datang ke rumah (murtahin) dan menawarkan sawah milik saya 
kepada untuk digadai. 
7. Siapakah yang memanfaatkan barang gadai (sawah) yang digadaikan? 
Jawaban : Pemegang gadai (murtahin) 
8. Apakah dalam pelaksanaan gadai tanah pihak rahin merasa diuntungkan atau 
malah sebaliknya dirugikan? Alasannya? 
Jawaban : Saya merasa di untungkan karena saya mendapat sejumlah uang 
pinjaman untuk kebutuhan mendesak saya. Merasa di rugikan karena bukan saya 
yang kerja sawahku dan hasilnya semua di ambil oleh murtahin. 
9. Apakah pernah terjadi perjanjian gadai sudah jatuh tempo tetapi penggadai belum 
melunasi uang pinjaman? Jika terjadi apa solusinya? 
Jawaban : Iya, pernah terjadi. Karena saya belum mampu untuk melunasinya. 
Solusinya dilanjutkan waktu gadainya sampai saya memiliki uang. 
10. Apakah ada penjualan barang gadai (sawah) apabila telah jatuh tempo ? 
Jawaban : Tidak ada penjualan barang gadai, karena memang tradisi disini saat 
melakukan gadai sawah ketika tidak mampu melunasi maka tidak ada penjualan 
hanya saja waktu gadai yang di tambah. 
B. Untuk Pemegang Gadai (murtahin) 
1. Apakah yang menjadi dorongan atau motivasi bapak/ibu/saudara dalam 
melaksanakan akad gadai tanah? 
Jawaban : Selain untuk membantu orang lain , saya juga mencari keuntungan. 
2. Siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan akad gadai tanah? 
Jawaban : Saya (penerima gadai), penggadai dan saksi. 
3. Kapan dan dimana pelaksanaan akad gadai dilakukan? 
Jawaban : Di rumah saya atau dirumah rahin 
4. Kapankah murtahin menerima barang gadai (marhun) atau tanah yang 
digadaikan? 
Jawaban : Setelah terjadinya kesepakatan, langsung menerimanya. 
5. Apakah pihak penerima gadai (murtahin) menentukan batasan waktu dalam 
transaksi gadai tanah? 
Jawaban : Ada yang menentukan batas waktu dan ada juga yang tidak 
menentukan batas waktu. 
6. Siapakah yang memanfaatkan barang gadai (sawah) yang digadaikan? 
Jawaban : Saya (pemegang gadai) yang memanfaatkan sawahnya (barang gadai). 
7. Apakah dalam pelaksanaan gadai sawah pihak murtahin merasa diuntungkan atau 
malah sebaliknya dirugikan? Alasannya? 
Jawaban : Sudah jelas untung , karena saya sendiri yang menggarap sawahnya.  
8. Apakah pernah terjadi barang gadaian sudah jatuh tempo tetapi belum 
dikembalikan kepada pemilik gadai (rahin)? Kalau terjadi apa solusinya? 
Jawaban : Iya, pernah terjadi. Karena penggadai belum melunasi utangnya. 
Solusinya menambah waktu gadai 
9. Apakah ada penjualan barang gadai (sawah) apabila telah jatuh tempo? 
Jawaban : Tidak ada penjualan barang gadai (sawah), tidak pernah terjadi. 
10. Bagaimana jika sudah jatuh tempo dan rahin belum mampu melunasi sementara 
Bapak/ibu/saudara sudah membutuhkan uangnya ?? 
Jawaban :  Saya pergi mencarikan orang lain yang mau menggantikan saya 
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